PELAKSANAAN FUNGSI BADAN NARKOTIKA NASIONAL TERHADAP PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN by NUR PUTRA, ILHAM
 
 
SKRIPSI 
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN NARKOTIKA NASIONAL TERHADAP 
PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA DI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 
 
 
 
 
OLEH : 
ILHAM NUR PUTRA 
B121 12 143 
 
 
PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
2016
i 
 
HALAMAN JUDUL 
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN NARKOTIKA NASIONAL TERHADAP 
PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA  
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 
 
OLEH : 
ILHAM NUR PUTRA 
B121 12 143 
 
 
SKRIPSI 
Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam 
Program Studi Hukum Administrasi Negara 
 
 
 
 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2016 
  
ii 
 
  
iii 
 
  
iv 
 
 
 
 
  
v 
 
ABSTRAK 
 
Ilham Nur Putra (B121 12 143 ), Pelaksanaan fungsi Badan Narkotika 
Nasional Terhadap  Pemberantasan Narkotika di Provinsi Sulawesi Selatan 
dibimbing oleh Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.H. selaku pembimbing I 
dan Dr. Hamzah Halim, SH., MH  pembimbing II. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan 
Narkotika Nasional terhadap pemberantasan narkotika di Provinsi Sulawesi 
Selatan dan untuk mengetahui foktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
fungsi Badan Narkotika Nasional terhadap pemberantasan Narkotika di Provinsi 
Sulawesi Selatan.  
 
Penelitian ini bersifat penelitan lapangan dimana pengumpulan data dilakukan 
dengan metode wawancara terhadap beberapa pihak yang terkait dengan topik 
penelitian. Selain itu penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui 
data-data yang berkaitan dan buku-buku yang berkaitan dengan topic penelitian. 
Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan 
secara deskriptif. 
  
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini secara umum dapat disimpulkan bahwa: 
1. Hingga tahun 2015 ini berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan 
dengan pelaksanaan fungsi pemberantasan peredaran Narkotika, antara lain 
Pelaksanaan fungsi kegiatan Intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Kota 
Makassar meliputi kegiatan Pemetaan Jaringan, Operasi Airport Interdiction, 
Operasi Seaport Interdiction, dan lingkungan masyarakat Rentan; Pelaksanaan 
fungsi penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan 
jaringan kejahatan teroorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika, Pisikotropika, Precursor, dan bahan Adiktif untuk tembakau dan 
alkohol dalam wilayah Kota Makassar meliputi kegiatan Pengungkapan pabrikan 
gelap narkotika, laboratorium rumahan dan jaringan yang terlibat, Pengungkapan 
tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika 
dan penyedikan aset tersangka kejahatan narkotika, Penyidikan dan upaya 
peradilan jaringan sindikat peredaran Narkotika; dan Pelaksanaan fungsi 
pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset dalam wilayah Kota Makassar. 
Selain itu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Narkotika 
Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dalam terhadap pemberantasan 
tindak pidana narkotika di wilayah Kota Makassar dapat ditinjau dari faktor 
hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan 
hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. 
Kata Kunci : fungsi, pemberantasan, BNN 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk 
memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi lmiah diperlukan suatu 
produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam 
dasar menimbang Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang narkotika 
disebutkan bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang 
bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan 
ilmu pengatahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang 
sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian 
dan pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika apabila dipergunakan 
secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan banyak fisik 
dan mental bagi yang menggunakan serta dapat menimbulkan ketergantungan 
pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis 
untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karna sebab-sebab 
emosional. 
Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah 
sangat memperhatikan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karna 
Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat 
pengembangan ilmu pengatahuan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus 
transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai matrialistis dengan 
dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan 
masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang diharapkan pada keadaan 
yang sangat menghawatirkan akibat maraknya pemakaian secaa illegal 
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bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat 
maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan 
masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat 
berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan Negara pada masa mendatang1. 
Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika terbukti telah merusak 
masa depan bangsa di Negara manapun antara lainbisa merusak karakter 
manusia, merusak fisik dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang 
berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oleh 
karna besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan, peredaran gelap narkoba 
digolongkan dalam kejahatan luarbiasa (extraordininary crime) dan serius 
(serious crime).terlebihperedaran gelap narkoba bersifat lintas negara 
(transnational) dan terorganisir  (organized)  sehingga menjadi ancaman nyata 
yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak2. 
Saat ini situasi global perkembangan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkoba menunjukkan kecendrungan yang semakin mengkhawatirkan. 
Kondisi peyalahgunaan narkoba di kota Makassar dari hasil survey Badan 
Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, penyalahguna Narkoba Tahun 
2012 menunjukan bahwa angka prevalensi penyalahguna narkoba di Makassar  
sebanyak (115.056) orang, atau terjadi lonjakan pengguna hingga (14.207) 
orang, di mana pada 2008 sebanyak (103.849) orang, dan pada tahun 2015 
angka tersebut menjadi (147.611) pengguna. Kelompok yang rentan 
menyalahgunakan adalah (1,19%) merupakan petani, wiraswasta dengan 
                                               
1Kusno Adi, 2009, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika 
Oleh Anak, UMM Press, Malang, hal. 30 
2BNN, Hari Anti Narkotika Internasional 
http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/13087/hari-anti-narkotika-internasional, Terakhir diakses 
1 Mei 2016, Pukul 12.00 WITA. 
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persentase (21,47%), disusul pengangguran, karyawan, mahasiswa/pelajar, 
wanita penghibur, buruh, ibu rumah tangga, sopir, PNS, TNI, Polisi (48,27%). 
Korban penyalahgunaan sebagian besar berusia 17-41 tahun (86,19%). 
Sedangkan anak di bawah umur, yakni 12-16 tahun sebanyak (5,72%). 
Sedangkan usia 42-57 tahun sebesar (1,49%), dari data tersebut dikalkulasikan 
pengguna narkotika di kota makassar pada tahun 2015 sudah mencapai (38%) 
dari jumlah penduduk sebanyak kurang lebih 2,1 juta jiwa.3 
Apabila ditinjau dari aspek peredaran gelap narkotika, angka prevalensi 
penyalah guna narkoba sangat dipengaruhi oleh faktor kemudahan penyalah 
guna dan pecandu dalam memperoleh narkoba. Kota Makassar yang merupakan 
3 kota terbesar setelah kota Bali dengan kasus kriminalitas narkotiknya ini 
membuktian bahwa kota Makassar merupakan great market dan great price 
dengan kebutuhan narkoba tertinggi di negara Indonesia kawasan timur menjadi 
sebab maraknya peredaran gelap narkoba (terutama ATS) dan NPS. Sebagai 
catatan, sampai dengan tahun 2015 telah ditemukan sebanyak 8 jenis NPS di 
Makassar dan 4 jenis diantaranya telah diatur dalam Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. 
Pola peredaran gelap narkoba di Makassar selalu berubah-ubah tergantung 
kondisi pengamanan yang ada.Narkoba dari luar negeri pada umumnya masuk 
ke Makassar melalui jalur peredaran laut yang dimana narkoba tersebut berasal 
dari negara tetangga seperti Malaysia di bawah kendali jaringan sindikat 
internasional.Narkoba tersebut sebagian besar masuk melalui jalur laut dan 
perairan (70%).Narkoba yang masuk ke Makassar juga diselundupkan melalui 
jalur darat khususnya perbatasan-perbatasan secara tidak resmi atau tanpa 
                                               
3 Jaya, Daerah Rawan Narkotika, http://upeks.co.id/smart-city/empat-daerah-rawan-
peredaran-narkoba.html, Terakhir di akses tanggal 1 Mei 2016, pukul 13.00 WITA. 
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keterlibatan oknum aparat. Modus operandi oleh jaringan sindikat yang 
memasukkan narkoba secara gelap di bandara udara juga sangat bervariasi 
modusnya.4 
Berdasarkan data yang dirilis BNNP Sul-Sel di tahun 2015. Kota Makassar 
menepati urutan tertinggi kasus narkoba dengan jumlah 163 perkara, tercatat 
980 kasus dari 30 satuan kerja kepolisian dengan rincian 163 kasus dan 
Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar mengungkap (103) kasus. Adapun, 
Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulselbar mengungkap 106 kasus. Selain 
Makassar, terdapat sekitar empat daerah yang rawan peredaran.Di antaranya 
Pinrang (75) kasus, Wajo (69) kasus, Sidrap (63) kasus dan Polman (59). 
Adapun, daerah  yang minim pengungkapan kasusnya yakni Mamasa (2) kasus, 
Pangkep (4) kasus, Mamuju Utara (4) kasus dan Sinjai (6) kasus. 
Tidak Heran sistem pengawasan peredaran gelap narkotika pada pintu-
pintu masuk (entry point) dijalur udar, laut, perairan darat dan lintas batas masih 
lemah.Hal tersebut di perparah dengan kurang optimalnya penanganan tindak 
pidana pencucian uang hasil kejahatan narkotika. Kewenangan penyelidikan dan 
penyidikan tindak pidana narkotika yang dimiliki Badan Narkotika Nasional 
khususnya Badan Narkotika Nasional Provensi (BBNP) Sulawesi Selatan 
menjadi modal utama dalam upaya memberantas  peredaran gelap narkotika di 
kota Makassar secara efektif. 
 
 
 
                                               
4 Anang Iskandar, Rencana Strategi Badan Narkotika Nasinal Tahun 2015 – 2016, 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://jateng.bnn.go.id/doc/Draft%2520
Renstra%2520BNN%25202015-2019_Full.pdf, Terakhir di akses tanggal 1 Mei 2016, pukul 13.45 
WITA.  
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B. Rumusan Masalah 
  Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah 
yang akan dibahas adalah : 
 
1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Bidang Pemberantasn Badan Narkotika 
Nasinonal Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pemberantasan peredaran 
Narkotika di wilayah Kota Makassar ? 
 
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Bidang 
Pemberantasan Badan Narkotika Nasinonal Provinsi Sulawesi Selatan 
terhadap pemberantasan peredaran Narkotika di wilayah Kota Makassar ? 
 
 
 C. Tujuan Penelitian 
1. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan fungsi Bidang 
Pemberantasan Badan Narkotika Nasinonal Provinsi Sulawesi Selatan 
terhadap pemberantasan peredaran narkotika diwilayah Kota Makassar ? 
 
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang  
mempengaruhi pelaksanaan fungsi Bidang Pemberantasan Badan 
Narkotika Nasinonal Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pemberantasan 
peredaran narkotika di wilayah Kota Makassar ? 
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D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 
referensi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam kajian 
Hukum Aministrasi Negara. 
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 
masukan kepada semua pihak termasuk Badan Narkotika Nasional 
Provinsi Sulawesi Selatan dan kalagan akademis serta masyarakat 
yang memiliki parhatian serius dalam bidang Hukum Administrasi 
Negara. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Hukum Administrasi Negara 
Hukum Administrasi Negara dikenal berbagai sinonim, yaitu Hukum Tata 
Usaha Negara atau Hukum Tata Negara dalam arti sempit. Universitas 
Indonesia, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Muslim Indonesia memakai 
istilah Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Usaha Negara. Universitas 
Gajah Mada dan Universitas Airlangga memakai istilah Hukum Tata 
Pemerintahan.Kesepakatan pengajar matakuliah sejenis di Cibulan 1973 
menganjurkan istilah Hukum Administrasi Negara, namun demikian setiap 
fakultas bebas untuk memakai istilah yang dipakai. Berbagai pengertian 
administrasi negara memberikan pemahaman terkait Hukum Administrasi Negara 
yang diberikan oleh para pakar hukum, diantaranya sebagai berikut: 
1. Van Vollenhoven 
Hukum Administrasi Negara adalah suatu gabungan ketentuan yang 
mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah apabila badan-badan itu 
menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata 
Negara. 
2. De La Bassecour Laan 
Hukum Administrasi Negara adalah himpunan peraturan-peraturan 
tertentu yang menjadi sebab negara berfungsi (beraksi), maka peraturan-
peraturan itu mengatur hubungan-hubungannya antara tiap-tiap warga negara 
dengan pemerintahannya. 
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3. Muchsan 
Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai struktur dan 
kefungsian administrasi negara. 
4. Parjudi atmosudirjo 
Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai pemerintah beserta 
aparaturnya yang terpenting, yakni administrasi negara. 
5. J.H. Logemann 
Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai hubungandengan 
lainnya serta hubungan hukumantara jabatan-jabatan negara itu dengan para 
warga masyarakat. 
6. J. M. Baron de Gerando 
Hukum Administrasi Negara adalah peraturan-peraturan yangmengatur 
hubungan timbal balik antara rakyat dengan pemerintah.5 
 
B. Pengertian Efektivitas 
Secara etimimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti 
ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesanya); manjur atau mujarab (tentang 
obat); dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha atau tindakan); hal 
mulai berlakunya (tentang undang-undang peraturan).
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Membahas mengenai efektifitas dalam pandangan hukum menurut 
Soerjono Soekanto ; 
“Suatu keadaan hukum tidak berhasil atau gagal mencapai tujuanya 
biasanya  diatur  pada  pengaruh  keberhasilannya untuk  mengatur 
                                               
5 Willy D.S. Voll, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Sinar Grafika, 
Jakarta, 2014, hal. 3. 
6 Tri Rama K, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Agung Media Mulia, Hlm. 131. 
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sikap tindak atau prilaku tertentu, sehingga yang mencapai tujuan 
disebutnya positif, sedangkan yang menjauhi tujuan dikatakan negatif".
7
  
Adapun kriteria mengenai pencapaian tujuan secara efektif atau tidak 
antara lain :8 
1. Kejelasan tujuan yang hendakdicapai; 
2. Kejelasan strategi pencapaiantujuan; 
3. Kejelasan analisa dan perumusan kebijaksanaan; 
4. Perencanaan yangmantap; 
5. Penyusunan program yangmantap; 
6. Tersedianya sarana danprasarana; 
7. Pelaksanaan yang secara efektif danefisien; 
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifatmendidik. 
Dalam kamus ilmiah populer, Istilah efektivitas diartikan sebagai 
ketepatgunaan, hasil guna, menunjang tujuan.
9 Berikut  ini  merupakan  definisi  
efektivitas  menurut  beberapa ahli, antara lain :
10
 
1. Hidayat: 
“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target 
(kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai.Dimana semakin besar 
presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”. 
 
 
                                               
7 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya. Bandung, 
1985, Hlm7. 
8 Sondang Siagi.,Op.Cit., Hlm. 77. 
 
9 Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, Arkola, Surabaya, 1994 
10http://dansite.wordpress.com/pengertian-efektivitas/,diakses pada Tanggal 25 Maret 
2016, pukul 20.50 WITA. 
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2. Schemerhon John R. Jr: 
“Efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan 
caramembandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan 
Output realisasi atau sesungguhnya (disebut efektif).” 
 
3. Prasetya BudiSaksono 
“Efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai 
dengan output yang diharapkan dari jumlah input.” 
Efektivitas menurut pengertian diatas mengartikan bahwa indikator 
efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan 
sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai 
sesuai dengan apa yang telah direncanakan.Berdasarkan pada pendapat para 
ahli diatas, penulis menarik suatu pandangan bahwa konsep efektivitas 
merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam 
mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki 
walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah selalu sama yaitu pencapaian 
tujuan. 
 
C.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Hukum 
Pengaruh hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan salah satu 
fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku 
teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak 
hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi 
mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang 
bersifat positif maupun negatif. 
11 
 
Ketaatan seseorang bersikap tindak atau berperilaku sesuai dengan 
harapan pembentuk undang-undang bahwa pengaruh hukum terhadap sikap 
tindak atau perilaku, dapat diklasifikasikan sebagai ketaatan (compliance), 
ketidaktaatan atau penyimpangan (deviance) dan pengelakan (evasion).Konsep-
konsep ketaatan, ketidaktaatan atau penyimpangan dan pengelakan sebenarnya 
berkaitan dengan hukum yang berisikan larangan atau suruhan.Bilamana hukum 
tersebut berisikan kebolehan, perlu dipergunakan konsep-konsep lain, yakni 
penggunaan (use), tidak menggunakan (nonuse) dan penyalahgunaan (misuse); 
hal tersebut adalah lazim dalam bidang hukum perikatan. 
Efektifitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan 
kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang 
sah.11Peranan Badan Narkotika Nasional dalam arti fungsi dan maknanya 
merupakan bagian dari konsep struktur lembaga negara. Oleh sebab itu, 
sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan Badan Narkotika Nasional 
Provinsi Sulawesi Selatan (BNNP Sul-sel) dalam upaya memberantas peredaran 
narkotika di Kota Makassar, terlebih dahulu  diketahui tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi suatu efektivitas hukum.  
Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat 
menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang- undangan atau aturan 
hukum dalam masyarakat.
12
 Krabbe berpendapat bahwa kesadaran hukum 
sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai  yang terdapat di dalam diri 
manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. 
Pernyataan tersebut sudah cukup menjelaskan apa yang dimaksud dengan 
                                               
11Damang, Efektifitas Hukum http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html 
Diakses 26 Maret 2016, pukul 21.00 WITA. 
12 Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta:, Yarsif 
Watampone,1998,Hlm. 191. 
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kesadaran hukum, tetapi akan lebih lengkap lagi jika ditambahkan unsur nilai-
nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum 
dalam masyarakat.
13
 
Ketaatan hukum sendiri masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga 
jenis, seperti yang dikemukakan oleh H.C Kelmenyakni : 
1. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap 
suatu aturan hanya karena ia takutsanksi. 
2. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat terhadap 
suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang 
menjadirusak: 
3. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang taat 
terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai 
dengan nilai-nilai intrinsic yangdianutnya.14 
Sementara mengenai kesadaran hukum, Soerjono Soekanto 
mengemukakan empat kesadaran hukum yaitu :15 
1. Pengetahuan tentanghukum 
2. Pengetahuan tentang isihukum 
3. Sikaphukum 
4. Pola perilaku hukum. 
Agar suatu undang-undang diharapkan berlaku efektif, Adam Podgorecki 
mengemukakan bahwa di dalam menerapkan hukum sebagai sarana untuk 
mengadakan social engineering diperlukan kemampuan-kemampuan sebagai 
berikut : 
                                               
13Ibid.Hlm 192 
14Ibid.hlm. 193. 
15Ibid.hlm. 194. 
13 
 
a. Penggambaran yang baik situasi yang sedangdihadapi; 
b. Melakukan analisis terhadap penilaian-penilaian dan  menyususun 
penilaian-penilaian tersebut tata susunan yang hirarkis sifatnya. Dengan 
cara ini maka akan diperolah suatu pegangan atau pedoman apakah 
penggunaan suatu sarana menghasilkan sesuatu yang positif. Artinya, 
apakah sarana penyembuhannya tidak lebih buruk dari 
padapenyakitnya; 
c. Verifikasi terhadap hipotesis yang diajukan. Artinya apakah sarana-
sarana yang telah dipilih benar-benar akan menjamin tercapainya 
tujuan-tujuan yang dikehenaki atautidak; 
d. Pengukuran terhadap efek-efek perraturan-peraturan yang diperlukan; 
e. Identifikasi tearhadap faktor-faktor yang akan dapat menetralisir efek-
efek yang buruk dari peraturan-peraturan yang diberlakukan; 
f. Pelembagaan peraturan-peraturan di dalam masyarakat, sehingga 
tujuan pembaharuan berhasildicapai; 
Efektivitas perundang-undang banyak tergantungbeberapa faktor, antara 
lain :
16
 
a. Pengetahuan tentang substansi (isi)perundang-undangan; 
b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuantersebut; 
c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang- undangan di 
dalammasyarakat; 
d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak 
boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat) 
                                               
16 Ahmad Ali. Menguak Teori Hukum(legal Theory), Op.Cit, Hlm. 378. 
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yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation 
(undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai 
dengankebutuhan; 
Pada umumnya, faktor yang banyak memengaruhi efektivitas suatu 
perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, 
wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas 
yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-
undangan tersebut. Dalam pandagan Soerjono Soekanto tentang masalah pokok 
penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, 
faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau 
negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut : 
1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi padaundang-
undangsaja; 
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihakyang membentuk maupun 
menerapkanhukum; 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hokum tersebut berlaku 
diterapkan 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya,ciptadanrasayang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulanhidup; 
Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada 
efektivitas penegakan hukum.
17
Lebih lanjut bahwa petugas penegakan hukum 
                                               
17 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: 
PT Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm. 8-9. 
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mencakup ruang lingkup yang sangat luas oleh karena menyangkut petugas-
petugas pada strata atas, menengah dan bawah.Jelasnya adalah bahwa didalam 
melaksanakan tugas-tugasnya, maka petugas seyogianya harus mempunyai 
pedoman, antara lain, peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup 
tugas-tugasnya, ini juga bisa menjadi tolok ukur sejauh mana kualitas yang 
dimiliki oleh petugas penegakan hukum Karena di dalam kehidupan 
bermasyarakat petugas memainkan peranan yang penting dalam berfungsinya 
hukum.
18
 
Efektivitas penegakan hukum membutuhkan kekuatan fisik untuk 
menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan, berdasarkan 
wewenang yang sah.Sanction merupakan aktualisasi dari norma hukum threats 
dan promises, yaitu suatu ancaman tidak akan mendapat legitimasi bila tidak 
faedahnya untuk dipatuhi atau ditaati. Internal values, merupakan peniaian 
pribadi menurut hati nurani dan ada hubungan dengan yang diartikan sebagai 
suatu sikap tingkah laku. 
Efektivitas penegakan hukum amat berkaitan erat denganefektivitas 
hukum.Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk 
menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktulisasi kepada masyarakat 
dalam bentuk ketaatan (compliance), dengan  kondisi tersebutmenunjukkan 
adanya indicator bahwa  hokum tersebut adalah efektif. Sanksi yang merupakan 
aktualisasi dari norma hukum, mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau 
sebagai sebuah harapan. Sanksi akan memberikan dampak positif atau negatif 
                                                                                                                                            
 
18 Soerjono Soekanto&Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta: 
Rajawali, 1982,  Hlm. 17. 
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terhadap lingkungan sosialnya. Di samping itu, sanksi ialah penilaian pribadi 
seseorang yang kaitannya dengan sikap perilaku dan hati nurani yang tidak 
mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati.Pengaruh 
hukum dan konsep tujuan, dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap 
tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam 
kenyataan, berpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan 
atau maksud suatu kaidah hukum.Suatu tujuan hukum tidak sesalu identik 
dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan sesungguhnya 
dari pembuat aturan tersebut.
19
 
 
D. Teori Penegakan Hukum. 
Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide 
keadilan,kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi 
penegakanhukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-
ide.Penegakan hukum dalam melakukan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan 
konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan 
hukummerupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.20 
Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 
bagian yaitu:21 
1. Total enforcement, yakni ;  
“Ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan 
oleh hukum pidana substantif (subtantive law of crime). Penegakan hukum 
                                               
19 Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum. 
Op.Cit.,Hlm.89-90. 
20  Dellyana, Shant.1988,Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 37 
21Ibid hlm 39 
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pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum 
dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup 
aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan 
pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana 
substantif sendiri memberikan batasan-batasan.Misalnya dibutuhkan aduan 
terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht 
delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no 
enforcement”. 
2. Full enforcement 
“Setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total 
tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para 
penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal”. 
3. Actual enforcement 
“Full enforcement ini dianggap not area listicexpectation, sebab adanya 
keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, 
dana dansebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya 
discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement”. 
 
E. Teori Tugas dan Fungsi  
a. Teori Tugas 
Tugas pokok dimana pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan 
sebelumnya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang 
merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu 
demi mencapai suatu tujuan.  Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale 
18 
 
Yoder dalam moekijat, “The Term Task is frequently used to describe one portion 
or element in a job” (Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau 
satu unsur dalam suatu jabatan). Sementara Stone dalam Moekijat, 
mengemukakan bahwa “A task is a specific work activity carried out to achieve a 
specific purpose” (Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus 
yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu). 
Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan 
spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner 
dalam Moekijat menyatakan bahwa “Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu 
yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus”. Sedangkan menurut Moekijat “Tugas 
adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu 
jabatan.Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga 
menjadi suatu kegiatan yang lengkap”. 
Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas 
pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin 
dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan 
gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi 
mencapai tujuan tertentu. 
 
b. Fungsi  
Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan 
kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut 
para ahli, definisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie Fungsi merupakan 
sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, 
pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi 
19 
 
yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal 
yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama 
lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing 
berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. 
Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam yaitu 
fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu. 
Berdasarkan pengertian masing-masing dari kata tugas pokok dan fungsi 
di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi tugas pokok dan fungsi (tersebut 
adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai 
yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat 
atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi 
1. Teori Fictie  dari Von Savigny 
 Menurut Teori dari Von Savigny badan hukum semata–mata buatan 
negara saja.Badan hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya 
tidak ada, tetapi orang menghidup-kannya dalam bayangan sebagai subjek 
hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia.Teori ini juga 
diikuti oleh Houwing. 
2. Teori Harta Kekanayaan Bertuju (doel vermogents theorie) 
 Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek 
hukum.Namun, kata teori ini ada kekayaan (vermogen) yang bukan merupakan 
kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu. Kekayaan yang 
tidak ada yang mempunyainya dan yang terikat kepada tujuan tertentu inilah  
yang diberi nama badan hukum. Teori ini diajarkan oleh A. Brinz, dan diikuti oleh 
Van der Hayden. 
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3. Teori Organ dari Otto van Gierke 
Badan hukum menurut teori ini bukan abstrak (fiksi) dan bukan kekayaan 
(hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum adalah sesuatu organisme yang 
riil, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum yang  dapat 
membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya 
(pengurus, anggota-anggotanya) seperti manusia biasa, yang mempunyai panca 
indera dan sebagainya. Pengikut teori organ ini antara lain Mr. L.C. Polano. 
4. Teori Propriete Collective (Kepemilikan bersama) 
Teori ini diajarkan oleh Planiol dan Molengraff.menurut teori ini hak dan 
kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para 
anggota bersama-sama. kekayaan badan hukum adalah kepunyaan bersama 
semua anggotanya. Orang-orang yang berhimpun tersebut merupakan satu 
kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum.Oleh 
karena itu, badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja.Starr Busmann dan 
Kranenburg adalah pengikut ajaran ini. 
5. Teori KenyataanYuridis (juridisherealiteitsleere) 
Dikatakan bahwa, badan hukum itu merupakan suatu realiteit, konkret, rill, 
walupun tidak bisa diraba, bukan hayal, tetapi kenyataan yuridis. teori ini 
dikemukakan oleh Majers ini menekankan bahwa hendaknya dalam 
mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai pada bidang 
hukum saja.22 
 
                                               
22 Safaat, Badan Hukum : Teori-Teori Badan Hukum, 
https://asepsafaat.wordpress.com/2015/09/15/badan-hukum-pengertian-dan-teori-teori-badan-
hukum/, Terakhir diakses 18 Mei 2016, pukul 23.00 WITA. 
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F. Tinjauan Umum Tentang Narkotika 
1. Pengertian Narkotika 
Secara etimologi narkotika berasal dari kata “narkoties” yang sama artinya 
dengan kata “narcosis” yang berarti membius.
23
 Sifat dari zat tersebut terutama 
berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, 
perasaan,  pikiran, persepsi,  kesadaran,  dan  halusinasi  disamping  dapat 
digunakan dalam pembiusan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dilihat 
pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni: 
 “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal  dari  tanaman atau bukan 
tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa  nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang 
dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-
Undang ini”. 
Adapun pandangan dari beberapa ahli mengenai pengertian dari narkotika: 
1. Menurut Smith Klise dan French Clinical Staff mengatakan bahwa: 
“Narcotics are drugs which produce insebility stupor duo to their 
depressant effect on the control nervous system. Included in this definition are 
opium derivates (morphine, codein, heroin, and synthetics opiates 
(meperidine, methadone)”.
24 
                                               
23Moh. Taufik Makarao.Op. Cit. Hlm. 21 
24 Hari Sasangka. 2003. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Bandung: 
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Yang artinya yaitu narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat 
mengakibatkan ketidak samaan atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut 
bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah 
termasuk jenis candu dan turunan-turunan candu (morphine, codein, heroin), 
candu  sintetis (meperidine,methadone). 
2.Sudarto berpendapat bahwa perkataan narkotika berasal dari bahasa 
Yunani Narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. 
Dalam Ensiklopedia Amerika dapat dijumpai pengertian:  
“Narcotic is a drug that dulls the senses, relieves pain induces sleep an can 
produce addiction in varying degrees sedang drug diartikan sebagai: Chemical 
agen that is used therapeuthically totreat disease/Morebroadly, a drug maybe 
delined as any chemical agen attecis living protoplasm”.  
Jadi narkotika merupakan suatu bahan yang menumbuhkan rasa menghilangkan 
rasa nyeri dan sebagainya.
25
 
3. Soedjono berpendapat bahwa ; 
“narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu 
bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya ke dalam tubuh. 
Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit,  rangsangan  
semangat  dan  halusinasi  atau   khayalan-khayalan. Sifat tersebut diketahui dan 
ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan 
kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa 
                                               
25 Djoko Prakoso, dkk. 1987. Kejahatan-Kejahatan yang Merugikandan Membahayakan 
Negara. Jakarta: Bina Aksara. Hlm.480 
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sakit”.
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2. Jenis-Jenis Narkotika 
  Jenis-jenis dari narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai 
berikut: 
a. Narkotika golongan I 
Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta 
mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain 
sebagai berikut: 
1. Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya 
termasuk buah dan jeraminya, kecualibijinya. 
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah 
tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami pengolahan 
sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan 
kadarmorfinnya. 
3. Opium masak terdiri dari: 
a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu 
rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan 
peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan 
maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk 
pemadatan. 
b. jicing, sisa-sisadari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan 
                                               
26Soedjono.D. Hukum Narkotika Indonesia.Penerbit Alumni. Bandung. 1987. Hlm.3 
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apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahanlain. 
c.jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahanjicing. 
 
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga 
Erythroxylaceae termasuk buah danbijinya. 
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam 
bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga 
Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau 
melalui perubahan kimia. 
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang 
dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina. 
7. Kokaina, metil ester-1-bensoilekgonina. 
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian 
dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasilolahan tanaman ganja 
atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja danhasis. 
b. Narkotika golonganII 
Adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan 
terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan 
ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan 
ketergantungan. Antara lain seperti: Alfasetilmetadol, Alfameprodina, 
Alfametadol, Alfaprodina, Alfentanil, Allilprodina, Anileridina, Asetilmetadol, 
Benzetidin, Benzilmorfina, Morfina-N-oksida, Morfin metobromida dan turunan 
morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, 
salah satunya kodeina-N-oksida, dan lain-lain.  
c. Narkotika golongan III 
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Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam 
terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai 
potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Antara lain seperti 
Asetildihidrokodeina, Dekstropropoksifena, Dihidrokodeina, Etilmorfina (3-etil 
morfina), Kodeina (3-metil morfina), Nikodikodina (6-nikotinildihidrokodeina), 
Nikokodina (6-nikotinilkodeina), Norkodeina (N-demetilkodeina), Polkodina 
Morfoliniletilmorfina, Propiram (N-1-metil-2-iperidinoetil-N-2piridilpropionamida), 
uprenorfina, Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas, 
Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika, 
Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika. 
 
E. Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Gelap Narkotika  
 Begitu seriusnya semangat pemberantasan tindak pidana narkotika, 
sehingga undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur 
pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga 
bagi penyalahgunaan precursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Perataan 
sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana 
penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup ,maupun pidana mati yang 
didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan 
adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana 
narkotika menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal. 
Disatu sisi ada semangat yang luar biasa pemberantasan narkotika dan 
precursor narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009  tentang  
Narkotika,  disisi  lainjuga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan 
narkotika baik secara pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan 
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narkotika. 
 
 
Bentuk perumusan sanksi pidana dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut : 
a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau dendasaja) 
b. Dalam bentuk alternative (pilihan antara denda ataupenjara) 
c. Dalam bentuk komulatif (penjara dan denda) Dalam bentuk 
kombinasi/campuran (penjara dan/ataudenda). 
Jika dalam Pasal 10 KUHP menentukan jenis-jenis pidana terdiri dari: 
a. Pidana Pokok: 
1. Pidanamati, 
2. Pidanapenjara, 
3. Kurungan, 
4. Denda 
b. PidanaTambahan: 
1. Pencabutan hak-haktertentu, 
2. Perampasan barang-barangtertentu, 
3. Pengumuman putusanhakim. 
Sejalan dengan ketentuan Pasal 10  KUHP, maka jenis-jenis pidana 
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  yang  
dirumuskan  adalah 4 (empat) jenis pidana pokok, yaitu Pidana mati, pidana 
penjara, denda serta kurungan, sehingga sepanjang tidak ditentukan lain dalam 
UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka aturan pimidanaan berlaku 
pemidanaan dalam KUHP, sebaliknya apabila digtentukan tersendiri dalam UU 
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No.35 Tahun 2009, maka diberlakukan aturan pemidanaan dalam Undang-
Undang Narkotika, sebagai contoh ketentuan Pasal 148 yang berbunyi:
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“apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang- 
undang ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkotika dan tindak 
pidana precursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) 
tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar” 
Aturan pimidanaan sebagaimana ditunjukan Pasal 148 ini tentulah 
berbeda dengan KUHP, yang mana pidana pengganti atas denda yang tidak 
dibayar dalam KUHP adalah kurungan bukannya penjara. Selanjutnya 
bagaimana dengan pidana tambahan, menurut penulis sepanjang diatur 
tersendiri oleh undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang narkotika tentulah 
berlaku ketentuan tersebut misalnya perampasan barang-barang tertentu 
(Pasal101),namun demikian karena ketentuan mengenai pencabutan hak-hak 
tertentu atau pengumuman putusan hakim merupakan bagian dari aturan 
pemidanaan dalam UU No.35 Tahun 2009. Bahkan dengan tidak adanya 
putusan pidana tambahan khususnya pencabutan hak-hak tertentu terhadap 
pelaku tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tertentu dapat 
mengakibatkan putusan dibatalkan, hal sama sejalan dengan Yurisprudensi 
Mahkamah Agung RI dalam Putusan No.Reg.15/mil/2000, tertanggal 27 Januari 
2001, sebagai berikut : 
 Bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah berupa 
penyalahgunaan narkoba, yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap 
sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga, maupun generasi muda 
                                               
27 A.R. Sujono dan Bony Daniel, Op.Cit, Hal 214   
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dan Negara, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak cukup dengan 
hukuman penjara dan denda, tetapi harus dijatuhi hukuman tambahan, yaitu 
dipecat dari anggota TNI Kopassus dan oleh karenanyaPutusan Mahkamah 
Militer Tinggi II Jakarta harus dibatalkan.28 Yurisprudensi tersebut berkaitan 
dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan TNI, selaras dengan hal tersebut 
juga maka berlaku pula terhadap setiap orang dalam perkara warga sipil, sebagai 
conoh dilakukan oleh Pegawai Negeri  Sipil tentulah pencabutan hak-hak tertentu 
juga harus dicantumkan dalam amarputusan. 
Berdasarkan ketentuan pidana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika,  
pelaku tindak pidana narkotika secara  umum dapat digolongkan atas :
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a. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam,  memelihara, 
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika atau 
Prekursor Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, 
Pasal 117 dan Pasal 122 serta Pasal129; 
b. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, 
mengekspor, atau menyalurkan Narkotika, sebagaimana diatur dalam 
Pasal 113, Pasal 118 dan Pasal 123, serta Pasal129. 
c. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, 
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 
menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika, sebagaimana 
diatur dalam Pasal 114, Pasal 119 an Pasal 124, serta Pasal129; 
d. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, 
                                               
28Ibid, Hal 214   
29 http/ library.usu.ac.id/download/fh/07002743.pdf, Diakses Tangal 4 Maret 2016, pukul 
21.30 WITA 
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mengangkut, atau mentransito Narkotika, sebagaimana diatur dalam 
Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125, serta Pasal129. 
e. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika 
terhadap orang lain atau memberikan Narkotika untuk digunakan orang 
lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal126. 
f. Perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana 
diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan Narkotika 
tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka (15)). Sedangkan 
Pecandu Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 
134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika 
dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik 
maupun psikis (Pasal 1 angka (13)). 
g. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana 
Narkotika dan Prekursor Narkotika  dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 
113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, 
Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, 
Pasal 126, dan Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal132. 
 Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika tersebut di atas 
menunjukkan bahwa tiap perbuatan dan kedudukan pelaku tindak pidana 
narkotika memiliki sanksi yang berbeda.Hal ini tidak terlepas dari dampak yang 
dapat ditimbulkan dari perbuatan pelaku tindak pidana narkotika 
tersebut.Pembuktian penyalahgunaan narkotika merupakan korban narkotika 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
narkotika, merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna 
narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktiaan 
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bahwapenggunaan narkotika ketika 
Mahkamah Agung RI mengeluarkan SEMA No. 04 Tahun 2010 Jo. SEMA 
No. 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban 
Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis 
dan Rehabilitasi Sosial yang menjadi pegangan Hakim Pengadilan Negeri dan 
Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara narkotika.
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Perdebatan yang sering muncul dalam membahas Undang-Undang RI 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kedudukan Pengguna Narkotika 
apakah sebagai pelaku atau sebagai korban, dan apa akibat hukumnya? Bila 
dilihat alasan yang mengemuka dilakukannya pergantian Undang-Undang RI 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan 
memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Antara 
Penyalahgunaan dan peredaran narkotika memang sulit dipisahkan namun hal 
tersebut tidak dapat disamakan dan upaya penanggulangannya juga harus 
dibedakan. 
 Tarik menarik apakah pengguna narkotika merupakan korban atau pelaku 
sangat terasa dalam Pasal 127 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika yang  menyatakan :
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1) Setiap Penyalah Guna: 
a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas)tahun. 
b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun;dan 
                                               
30 http/library.penegakannarkotika,usu.ac.id/download/fh/07002743.pdf, Terakhir diakses 
Tanggal 26 Maret 2016, pukul 22.00 WITA 
31  Ibid, Hal 2 
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c) Narkotika Golongan III bagi  diri sendiri dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. 
2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim 
wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
116.Menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk,diperdaya, ditipu, 
dipaksa, dan/atau diancam untukmenggunakan narkotika.          
3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, 
Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial. 
Penyalahgunaan yang pada awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, 
namun, dengan memandang asas legalitas yang diterapkan di Indonesia, maka 
dalam pelaksanaanya pengguna narkotika harus menghadapi resiko ancaman 
pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika. Bila pengguna narkotika dianggap pelaku kejahatan, 
maka yang menjadi pertanyaan kemudian adalah siapa yang menjadi korban dari 
kejahatan yang dilakukan oleh pengguna narkotika, karena dalam hukum pidana 
dikenal “tidak ada kejahatan tanpa korban”, beberapa literature bahwa yang 
menjadi korban karena dirinya sendiri (Crime without victims), dari persepektif 
tanggung jawab korban, Self-victimizing victims adalah mereka    yang menjadi 
korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. 
32
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4. Faktor-Faktor Penyebab Peredaran Gelap Narkotika 
a. Berlakunya hukum pasar “supply and demand” 
Di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN), suatu Badan yang 
“mengurusi” narkotika, menginformasikan bahwa sekitar 1,5% dari jumlah 
penduduk Indonesia (sekitar 5,1 juta orang) adalah penyalahguna narkoba. 
Sekitar 40 orang per hari telah meninggal dunia secara sia-sia karena 
narkoba.Hampir 70% dari semua penghuni Lembaga Pemasyarakatan atau 
Rumah Tahanan Negara adalah narapidana atau tahanan dalam perkara. 
Selama demand (permintaan) masih ada, maka selama itu supply (penyediaan) 
akan berusaha ada. Dengan kata lain, selama pemakai dan pembeli masih ada, 
maka selama itu penjual akan selalu ada. Siapa yang bisa mencegah keinginan 
seseorang atau masyarakat untuk memakai Narkoba.Jawabnya adalah orang 
atau masyarakat itu sendiri. Sehingga ada atau tidaknya peredaran gelap dan 
penyalahgunaan narkoba di seluruh dunia termasuk di seluruh Indonesia, adalah 
tergantung dari masyarakat di dunia dan rakyat Indonesia itu sendiri. 
Ada yang menilai, salah satu penyebab masyarakat terjebak tindak 
kejahatan narkoba adalah faktor ekonomi. Dengan kata lain, mereka menggeluti 
dunia itu, baik sebagai pelaku, pengedar, kurir, pemasok, maupun sebagai 
bandar narkoba, didorong oleh kondisi ekonomi mereka yang rendah. Apalagi, 
penghasilan dari penjualan narkoba tentu sangat menggoda banyak orang. 
Akibatnya, semakin banyak orang yang tergoda masuk ke jaringan haram itu 
dipastikan para korban di sekitar kita akan semakin banyak.  
Harus disadari, dengan semakin mudahnya orang mendapatkan narkoba, 
muncul gejala sosial berupa kejahatan-kejahatan yang meresahkan 
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masyarakat.Kejahatan narkoba ialah kejahatan kemanusiaanDankejahatan 
narkoba merupakan payung dari segala kejahatan. 
b. Hukum dan kekuatan-kekuatan sosial. 
Kekuatan uang sangatlah berpengaruh, untuk menutupi keperluanhidup 
yang tidak mencukupi dari gaji yang didapat, dan sebagian untuk menyamakan 
gaya hidupnya dengan gaya hidup orang lain yang lebih mapan. Malahan 
kekuasaan yang berlandaskan hokum dipakai untuk mendapatkan uang.Jika 
diperhatikan dari fakta social (social fact), aparatur hukum di Indonesia belum 
sepenuhnya professional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.Tidak jarang 
terjadi aparat penegak hukum yang menyalah gunakan kedudukan dan 
wewenangnya untuk kepentingan pribadi, banyak diantara aparat penegak 
hukum membuka jalan untuk melanggar hukum dan menimbulkan korupsi dan 
pungli.Sebagai contoh kasus Jaksa Esther Tanak dan Dara Veranita yang diduga 
menggelapkan barang bukti sebanyak 343 butir ekstasi. Dalam kasus ini aparat 
hukum bertindak merugikan Negara demi mencari keuntungan pribadi untuk 
memenuhi gaya hidupnya dan sangat ironis seorang penegak hukum di 
Indonesia yang seharusnya menjadi penegak hukum justru melakukan tindakan 
yang mencoreng citra dan kewibawaan lembaga penegak hukum.  
  Kasus penggelapan barang bukti yang diduga dilakukan jaksa Ester Thanak 
dan Dara Verenita ternyata hanyalah fenomena gunung es dari sekian banyak 
pelanggaran yang pernah dilakukan oleh oknum jaksa di berbagai daerah. 
Temuan tersebut dilansir IndonesianCorruption Watch (ICW) atas audit Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kurun waktu 2004-2007. 
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c. Efektivitas hukum dalam masyarakat. 
 Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan 
daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat 
terhadap hukum. Sudah sejauh mana hukum itu diterapkan, apakah sanksi yang 
diberikan oleh aparat penegak hukum sudah mempuanyai efek jera kepada para 
pelaku kejahatan narkoba?.Berapa tahun sanksi yang diberikan kepada orang 
yang terlibat dalam kasus narkoba baik itu pemakai maupun pengedar, tapi 
masih saja marak peredaran narkoba tersebut.Ini membuktikan bahwa hukum 
belum berjalan efektif karena banyaknya sanksi yang dijatuhkan tidak semuanya 
tegas, malah kadang selesai sebelum sampai diperiksa di pengadilan. 
 Berbicara mengenai efektivitas hukum yang ditentukan oleh taraf 
kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum termasuk para penegaknya, 
Soerjono Soekanto berpendapat bahwa “taraf kepatuhan hukum yang tinggi 
merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum.Dan berfungsinya 
hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan 
hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam 
pergaulan hidup”.Hukum sebagai pengatur kehidupan masyarakat, setidaknya 
memiliki kepastian hukum, memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat dan 
berlaku secara umum. Penerapan hukum menjadi efektif apabila kaidah hukum 
itu sendiri sejalan dengan hati nurani masyarakat. Sebaliknya hukum seringkali 
tidak dipatuhi oleh masyarakat, ketika kaidah hukum itu sendiri tidak sejalan 
dengan keinginan atau harapan masyarakat.33 
                                               
33 Budi Setioko, Faktor Penyebab Peredaran Narkoba Di Indonesia dalam Perspektif 
Sosiologi Hukum http://zainuddion.blogspot.co.id/2009/09/faktor-penyebab-pengedaran-narkoba-
di.html di akses 29 Maret 2016, pukul 23.00 WITA. 
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G.  Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan 
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) berkedudukan di ibukota 
provinsi, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.BNNP mempunyai 
tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi. 
Dalam Pasal 34 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 
Tentang Badan Narkotika Nasional diatur Susunan organisasi BNNP terdiri dari: 
Kepala BNNP, satu Bagian Tata Usaha yang membawahkan sebanyak 
banyaknya empat Subbagian dan Sebanyak-banyaknya lima Bidang dan setiap 
Bidang membawahkan sebanyak-banyaknya lima Seksi. 
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dibentuk 
berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 
PER/04/V/2010/BNN tanggal 12 Mei 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ 
Kota. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan 
berkedudukan di Kota Makassar, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala 
BNN. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan adalah 
instansi vertikal Badan Narkotika Nasional (BNN) yang melaksanakan tugas, 
fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 
Dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Narkotika Nasional (BNN) 
2010-2014, Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki visi sebagai berikut: 
“Menjadi lembaga pemerintah non kementerian yang profesional dan mampu 
menyatukan langkah seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara 
Indonesia dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan 
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penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan 
adiktiflainnya”. 
Berdasarkan visi tersebut dan analisis permasalahan pokok program 
pemberantasan peredaran  gelap narkotika di Sulawesi Selatan khususnya kota 
Makassar, maka dirumuskan visiBadan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi 
Selatan sebagai berikut: “Menjadi perwakilan Badan Narkotika Nasional di 
Provinsi Sulawesi Selatan yang profesional dan mampu menyatukandan 
menggerakkan seluruh komponen masyarakat, Instansi Pemerintah dan Swasta 
di Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pencegahan dan 
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”. 
Dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Badan Narkotika 
Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan, maka dirumuskan misi sebagai 
berikut: “Bersama instansi pemerintah terkait, swasta dan komponen masyarakat 
di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pencegahan, 
pemberdayaan masyarakat, penjangkauan dan pendampingan, pemberantasan 
serta didukung dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel”. 
Fungsi Badan narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan selain 
melaksanakan fungsi BNN juga melaksanakan fungsi sebagaimana disebut 
Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 
menyebutkan bahwa BNNP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 
1. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan 
masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi; 
2. pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama; 
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3. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Badan Narkotika 
Nasional Kabupaten/Kota; 
4. penyusunan rencana program dan anggaran BNNP; 
5. evaluasi dan penyusunan laporan BNNP; dan 
6. pelayanan administrasi BNNP. 
“Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini terbagi 
atas tiga bidang yaitu; Bidang pemberdayaan masyarakat, Bidang bendahara 
pengeluaran tata usaha, Bidang pencegahan, Bidang pemberantasan dan 
Bidang Pencegahan. Namun dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan 
penelitian pelaksanaaan fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi 
Selatan dalam bidang pemberantasan” 
 
Fungsi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi 
Selatan: 
1. Pelaksaanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi 
Sulawesi Selatan; 
2. Pelaksanaan Penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka 
pemutusan jaringan kejahatan teroorganisasi penyalahgunaan dan peredaran 
gelap Narkotika Psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali 
bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
3. Pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti dan aset dalam Wilayah 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
4. Pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pemberantasan melalui 
intelijen dan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kab/kota. 
38 
 
1. Seksi Intelijen 
Seksi Intelijen dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi 
dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan penyiapan bimbingan teknis 
kegiatan intelijen berbasis teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kab/Kota 
Seksi Intelijen mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut : 
1. menyusun rencana kegiatan seksi intelijen BNNP Sulawesi Selatan; 
2. melakukan Inventarisasi, identifikasi, analisis perhitungan informasi data tindak 
pidana narkotika dan precursor narkotika; 
3. melakukan tindakan pengawasan terhadap orang, barang atau tempat yang 
dicurigai dan atau atas informasi terjadinya kegiatan tindak pidana narkotika 
atau yang berkaitan sesuai undang undang Narkotika; 
4. melakukan pemetaan kasus dan daerah rawan peredaran gelap narkotika; 
5. melakukan kegiatan intelejen berbasis tekhnologi di wilayah Provinsi Sulawesi 
Selatan; 
6. melaksanakan bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis teknologi kepada 
Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota; 
7. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 
  
2. Seksi Penyidikan, Penindakan & Pengejaran Seksi penyidikan, 
penindakan, dan pengejaran  
Seksi Penyidikan, Penindakan & Pengejaran Seksi penyidikan, 
penindakan, dan pengejaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan penyidikan, penindakan 
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dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan teroorganisasi 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prokursor dan 
bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam 
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan 
interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kab/Kota. 
Seksi penyidikan, penindakan, dan pengejaran, mempunyai tugas dengan 
rincian sebagai berikut : 
1. menyusun rencana kegiatan seksi penyidikan, penindakan dan pengejaran 
Bidang pemberantasan; 
2. melakukan inventarisasi, identifikasi, analisis data, perhitungan bahan 
informasi Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
3. melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan precursor 
narkotika; 
4. melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang 
terkait dengan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika; 
5. pelimpahan berkas perkara tindak pidana narkotika dan precursor narkotika 
serta tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana 
narkotika dan precursor narkotika kepada penuntut umum; 
6. melakukan koordinasi lintas sektoral dalam rangka interdiksi  daerah rawan 
peredaran gelap narkotika; 
7. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 
  
3. Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti & Aset 
Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti dan Aset dimpimpin oleh 
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seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan 
pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti dan aset dalam wilayah 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
Seksi pengawasan tahanan, barang bukti dan aset mempunyai tugas 
dengan rincian sebagai berikut : 
1. menyusun rencana kegiatan seksi pengawasan tahanan barang bukti, dan 
aset Bidang Pemberantasan. 
2. melakukan inventarisasi, identifikasi, analisis perhitungan informasi tindak 
Pidana narkotika, termasuk melakukan pendataan barang bukti , tahanan, dan 
aset tersangka baik yang ditangani BNNP, maupun pada lembaga Penegak 
Hukum lainnya, 
3. menginventarisasir data Tindak Pidana Narkotika dan atau precursor 
narkotika, tahanan, barang bukti  dan aset yang berkaitan dengan kasus 
sebagaimana dimaksud. 
4. melakukan Koordinasi Lintas Sektor dengan aparat  penegak hukum  lainnya 
guna melaksanakan kegiatan P4GN. 
5. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 
 
 
 
 
 
 
 
 
41 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yaitu terdiri di dua 
tempat yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan, 
Kantor Polisi Reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar, Alasan penulis 
memilih lokasi penelitian tersebut yaitu berdasarkan hasil pra penelitian yang 
penulis lakukan, Kota Makassar adalah kota dengan jumlah kasus narkotika 
tertinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Sulawesi Selatan 
selama tahun 2010 – 2015. 
 
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi  
Populasi merupakan wilayah umum yang terdiri dari obyek/subyek yang 
memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, populasi yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah ; 
1. Semua Pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi 
Selatan. 
2. Semua Pegawai Direktorat Reserse Narkotika Polda Sulawesi Selatan 
2. Sampel 
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populai yang di ambil 
menurut prosedur tertentu, sehingga dapat mewakili populasinya. Adapun 
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sampel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah : 
A. Unsur Badan Narkotika Nasional Provisi Sulawesi Selatan sebanyak 
(4 orang) meliputi : 
1. Kepala BNNP Sulsel  
2. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Sulsel 
3. Kepala Seksi Intelejen BNNP Sulsel 
4. Kepala Seksi Penyedikan BNNP Sulsel 
B. Unsur Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak (3 
orang) Meliputi : 
1. Kepala Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti 
2. Kepala Subdit Narkotika Reserse Polda Sulsel 
3. Kabid Reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar 
C. Unsur Akedemisi di Kota Makassar sebanyak ( 200 orang) meliputi : 
1. Mahasiswa Universitas Hasanuddin (100 orang) 
2. Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (100 orang) 
Dari uraian unsur sampel diatas dapat dijumlah bahwa total keseluruhan sampel 
sebanyak (207 orang). 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
a. Data Primer 
Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapanagan. Berupa 
fakta-fakta empiris mengenai Pemberantasan Narkotika di kota Makassar. 
b. Data Sekunder 
Berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.Data ini berupa 
buku, artikel, majalah, peraturan perundang-undangan serta semua jenis yang 
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terkait dengan pemberatasan Narkotika. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Model analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 
penelitian kualitatif.berupa model penelitian yang menganalisis dengan tujuan 
serta pertimbangan baru yang berbeda dari kegiatan sebelumnya. 
a. Teknik Penelitian Lapangan (Field Research) 
 Teknik penelitian lapangan adalah teknik penelitian dengan metode 
observasi langsung di lokasi penelitian. Sasaran utama dalam teknik ini adalah 
untuk melihat fakta-fakta empiris tentang persoalan pemberatasan peredaran 
Narkotika di kota Makassar. 
Cara yang digunakan dalam teknik penelitian lapangan adalah 
mengumpulkan data tentang pemberantasan Narkotika di kota Makassar dan 
wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini . 
b. Teknik Penelitian Kepustakaan  
Teknik penelitian kepustakaan adalah teknik penelitian dengan 
mengumpulkan literatur-literatur kepustakaan. 
 
E. Teknik Analisa Data 
Model analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 
penelitian kualitatif.Berupa model penelitian yang menganalisis dengan tujuan 
serta pertimbangan baru yang berbeda dari kegiatan sebelumnya. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Fungsi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika 
Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Terhadap Pemberantasan 
Narkotika Di Wilayah Kota Makassar. 
Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 
tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional 
Kabupaten/Kota dan dalam rangka melaksanakan program  Pemberantasan 
Peredaran Gelap Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) 
Sulawesi Selatan, maka perlu disusun tugas dan fungsi pejabat dan staf di 
lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan. Oleh 
karena itu, berikut adalah struktur organisasi dan uraian tugas dan fungsi pejabat 
dan staf di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi 
Selatan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi 
Sulawesi Selatan Nomor: KEP/06/X/2011/BNNP Tentang Tugas dan Fungsi 
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. 
“Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini terbagi 
atas tiga bidang yaitu; Bidang pemberdayaan masyarakat, Bidang bendahara 
pengeluaran tata usaha, Bidang pencegahan, Bidang pemberantasan dan 
Bidang Pencegahan. Namun dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan 
penelitian pelaksanaaan fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi 
Selatan dalam bidang pemberantasan” 
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STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI 
(BNNP) SULAWESI SELATAN 
KEPALA BADAN NARKOTIKA 
NASIONAL PROVINSI (BNNP) 
SULAWESI SELATAN 
BENDAHARAPENGELUARAN 
BAGIAN TATA USAHA 
SUB BAGIAN 
PERENCANAA 
SUB BAGIAN 
LOGISTIK 
SUB BAGIAN 
ADMINISTRASI 
BIDANG PENCEGAHAN 
DISEMINASI 
INFORMASI 
ADVOKASI 
BIDANG PEMBERANTASAN 
BIDANG PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 
SEKSI 
INTELIJEN 
SEKSIPENGAWASAN 
TAHANAN, BARANG BUKTI 
DAN ASET 
SEKSI PERAN SERTA 
MASYARAKAT 
SEKSIPEMBERDAYAAN 
ALTERNATIF 
SEKSI PENYIDIKAN, 
PENINDAKAN DAN 
PENGEJARAN 
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Dalam penulisan skripsi ini, Penulis memfokuskan pada penelitian 
pelaksanaan fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam 
bidang pemberantasan. hal ini didasari karena pelaksanaan pemberantasan 
narkotika di wilayah Kota Makassar oleh Badan Narkotika Nasiona Provinsi 
Sulawesi Selatan merupakan tugas dan fungsi dari bidang Pemberantasan 
BNNP Sulawesi Selatan dan pelaksanaan pemberantasan narkotika di wilayah 
hukum Kota Makassar hingga saat ini masih berada dalam naungan BNNP 
Sulsel hal ini di pengaruhi belum aanya Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota 
Makassar, selain itu pada penulisan skripsi ini penulis juga memfokuskan lokasi 
penelitian di Kota Makassar karena Kota Makassar adalah kota dengan jumlah 
kasus penyalahguna Narkotika tertinggi dibandingkan dengan daerah-daerah 
lainnya di Sulawesi Selatan selama tahun 2010 – 2015 khususnya kasus 
peredaran gelap Narkotika. 
 
1.  Pelaksanaan fungsi Intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Kota 
Makassar. 
Pelaksanaan fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan 
Bidang Pemberantasan yaitu fungsi Intelijen berbasis teknologi dalam wilayah 
Kota Makassar dilaksanakan dalam bentuk 3 pelaksanaan komponen kegiatan 
antara lain; Pemetaan Jaringan, Operasi Airport  Interdiction, Operasi Seaport 
Interdiction, lingkungan masyarakat Rentan  
 
A. Pemetaan Jaringan  
Pemetaan jaringan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui 
daerah penyalahgunaan narkotika dan mengetahui lokasi masuk dan keluarnya 
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distribusi penyalahgunaan narkotika serta mengetahui daerah rawan persebaran 
jaringan peredaran narkotika.Pemetaan jaringan inimerupakan salah satu 
pelaksanaan fungsi dari seksi Intelijen di bidang pemberantasan Badan 
Narkotika Nasioanal Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan. Pemetaan jaringan 
peredaran Narkotika ini meliputi aspek peredaran Narkotika jalur laut, darat dan 
udara. Pemetaan jaringan laut dilakukan di pelabuhan Soekarno Hatta 
Makassar, pemetaan jaringan udara dilakukan dibandar udara Sultan 
Hasanuddin Makassar sedangkan pemetaan darat dilakukan di beberapa tempat 
khusus Kota Makassar diantaranya daerah terminal, lembaga permasyarakatan, 
hotel, kost-kostan, tempat hiburan malam maupun persebaran Narkotika 
berdasarkan kecamatan yang memiliki rawan kasus penyalahgunaan narkotika 
ataupun perkampungan kumuh. Menurut AKBP Rosna Tombo34 selaku Kepala 
dibidang pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP). Ia 
mengatakan bahwa pelaksanaan pemetaan jaringan jalur laut dilaksanakan 
sepanjang tahun setiap 3 bulan sekali, untuk pemetaan jaringan laut di 
laksanakan sepanjang tahun setiap 3 bulan sekali kemudian pemetaan jaringan 
jalur darat dilakukan sepanjang tahun setiap satu bulan sekali mengingat ruang 
lingkup pemetaan jalur darat sangat banyak yaitu meliputi terminal, lembaga 
permasyarakatan, jalanan, hotel, kost-kostan, tempat hiburan malam maupun 
persebaran Narkotika berdasarkan kecamatan yang memiliki rawan kasus 
penyalahgunaan narkotika ataupun perkampungan kumuh. 
 
 
 
                                               
34Wawancara di lakukan pada tanggal 25 Juli 2016, pada pukul 13.00 WITA. 
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B. Operasi Airport Interdiction 
Operasi Airport Interdiction merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan 
dari seksi Intelijen dibidang pemberantasan peredaran Badan Narkotika Nasional 
Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan pelaksanaan Kegiatan ini dilakukan dengan 
melakukan pengawasan di ruang tunggu Internasional dan pemantauan di 
gudang kargo barang bandar udara Sultan Hasanuddin Makassar. 
Berdasarkan Wawancara dengan AKBP Didit35 selaku pimpinan seksi 
intelijen bidang pemberatasan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) 
Sulawesi Selatan, bawah dalam pelaksanaan Operasi Airport Interdiction telah 
dilaksanakan dari tahun 2013 akan tetapi pelaksanaan kegiatan ini belum 
optimal hal ini di pengaruhi dengan karena kukurangan sarana maupun SDM 
dan kegiatan tersebut hanya terlaksana 2 kali di sepanjang tahun 2013 
kemudian untuk  tahun 2015 sampai tahun 2016 kegiatan ini mulai dilakukan 
secara bertahap yakni dilakukan 4 kali dalam setahun ditahun 2015 dan 2016, 
namun menurut penulis pelaksanaan kegiatan tersebut masih kurang optimal 
seharusnya kegiatan tersebut harus dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam 
sebulan. Adapun tambahan pelaksanaan kegiatan Operasi Airport Interdiction 
yaitu berupa Kegiatan Test Urine untuk Pilot, Co Pilot dan Crew setiap maskapai 
penerbangan yang bersandar di bandar udara Sultan Hasanuddin Makassar., 
pelaksanaan kegiatan ini meliputi seluruh maskapai antara lain maskapai 
Garuda, Maskapai lion Air, Maskapai Air Asia, Maskapai Batik Air, Maskapai 
Merpati dan Maskapai Wings namun dalam penerapannya tidak terdapat salah 
satu baik dari Pilot, Co Pilot, maupun Crew yang Urinenya positif narkoba.  
AKBP didit berkesimpulan dengan adanya Pelaksanaan kegiatan tambahan ini 
                                               
35Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Juli 2016, pada pukul 13.45 WITA. 
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diharapkan untuk mengantisipasi adanya kasus pilot maupun crewnya terlibat 
narkotika dan juga ini untuk keamanan penerbangan. 
 
C. Operasi  Seaport Interdiction  
Operasi Seaport Interdiction merupakan pelaksanaan kegiatan dari seksi 
Inteijen bidang pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi 
Sulawesi Selatan, Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pemantauan kapal 
Komersi, kargo, maupun kapal kecil nelayan yang dicurigai melakukan kegiatan 
penyelundupan Narkotika ke daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan. 
Sasaran wilayah kegitan seaport Interdiction di wilayah laut kota Makassar yaitu 
di Pelabuhan Sukarno-Hatta dan memantau penerimaan petikemas dari dalam 
dan luar negeri maupun pelabuhan ikan Paotere Kota Makassar serta memantau 
orang yang masuk di pelabuhan. 
Berdasarkan Wawancara dengan AKBP Didit36 selaku pimpinan seksi 
intelijen bidang pemberatasan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) 
Sulawesi Selatan, pelaksanaan kegiatan Operasi Seaport Interdiksi telah 
dilakukan dari tahun 2013 namun pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal 
karena pelaksanaan kegiatan tersebut pada tahun 2013 hanya dilakukan dalam 
kurung waktu setahun sekali namun diakhir tahun 2015 sampai tahun 2016 
kegiatan tersebut telah dilakukan secara bertahap sepanjang tahun, menurut 
penulis kegiatan tersebut harusnya dilakukan setiap hari guna untuk 
mengantisipasi adanya penyelundupan narkotika lewat jalur pelayaran atau laut.   
Menurut AKBP Rosna Tombo selaku kepala di bidang pemberantasan Badan 
Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan, menegaskan bahwa 84 
                                               
36Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Juli 2016, pada pukul 13.45 WITA. 
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persen peredaran gelap Narkotika dilakukan melalui jalur laut, hal ini disebabkan 
bahwa indonesia merupakan negara kepulauan dan jalur laut merupakan jalur 
yang kondusif untuk melakukan penyelundupanNarkotika, adapun faktor lain 
yaitu zona laut yang luas dan banyaknya pelabuhan-pelabuhan kecil sehingga 
BNN besama Polda Sulsel lengah dalam pengawasannya belum lagi sarana dan 
perasana BNN maupun Kepolisian Kota Makassar masih belum memadai. Salah 
satu upaya BNN dalam Memerangi peredaran Narkotika Internasional lewat jalur 
laut dengan melakukan kerja sama dengan Pelni, BNN bersama Pelnisepakat 
akan melakukan kerjasama pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang 
yang dicurigai menggunakan jalur pelayaran. Pihak Pelni juga akan melakukan 
deteksi dini terhadap upaya peredaran gelap dan penyelundupan Narkoba, dan 
keduanya sepakat akan menggelar operasi bersama terkait upaya 
pemberantasan penyelundupan maupun peredaran narkotikadi jalur pelayaran. 
 
D. Operasi Lingkungan Masyarakat Rentan 
Operasi lingkungan masyarakat rentan masih merupakan pelaksanaan 
kegiatan seksi Intelijen bidang pemberantasan Badan Narkotika Nasional 
Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan 
cara pemantauan diwilayah yang terindikasi rawan penyalahgunaan maupun 
peredaran gelap Narkotika seperti di wilayah terminal, lembaga 
permasyarakatan, jalanan, hotel, kost-kostan, tempat hiburan malam maupun 
persebaran Narkotika berdasarkan kecamatan yang memiliki rawan kasus 
penyalahgunaan narkotika ataupun perkampungan kumuh. Pelaksanaan 
kegiatan ini jalanankan di pertengahan tahun 2015 hal ini disebabkan karena 
kegiatan  baru di rancang diawal tahun 2015, namun dalam penerapannya  
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kegiatan ini hanya dilakukan selama 2 kali dalam satu bulan. 
 
Tabel 1. 
Data Pereseberan kasus Peredaran Narkotika di kota Makassar 
berdasarkan pembagian kecamatan 
di tahun 2011-2015. 
No. Kecamatan 
Tahun 
2011 2012 2013 2014 2015 
1. Biringkanaya 1 - 3 2 5 
2. Bontoala 2 - 2 2 5 
3. Makassar 4 5 8 7 7 
4. Mamajang 5 3 7 6 8 
5 Manggala 3 2 1 1 2 
6. Mariso 2 - 2 2 5 
7. Panakukkang 3 3 1 3 5 
8. Rappocini 6 3 7 7 7 
9. Tallo 10 12 13 12 11 
10. Tamalanrea 2 3 1 1 4 
11. Tamalate 1 1 - 2 5 
12. Ujung 
Pandang 
1 1 1 1 5 
13. Ujung Tanah 1 - - 2 2 
14. Wajo - - 1 1 5 
Jumlah : 41 33 59 58 83 
Sumber: Polrestebes Kota Makassar. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKBP Anwar Danu37selaku 
Kepala Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar, saat ini, ada 
beberapa kecamatan rawan terjadi penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar, 
yaitu Kecamatan Makassar, Panakukang, Rappocini, Ujung Pandang, Tamalate 
dan Tallo. Menurut Junaedi38 selaku Divisi Lapangan Reserse Narkoba 
Polrestabes Kota Makassar, faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah 
masyarakat kecamatan tersebut masih belum sadar akan bahayanya narkotika 
selain itu situasi pemukiman daerah tersebut terbilang kumuh, melihat hal 
tersebut BNNP Sulsel selaku badan yang bertanggung jawab atas 
                                               
37Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Juli 2016, pada pukul 13.45 WITA. 
 
38Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Juli 2016, pada pukul 13.45 WITA. 
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Penyalahgunaan, Pemberantasan, Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kota 
Makassar melakukan sosialisasi sebanayak 1 kali dalam 3 bulan di setiap 
daerah rentan masyarakat rawan Narkotika hal ini dimaksudkan agar 
masyarakat tersebut paham dari bahaya Narkotika, hallain yang menyebabkan 
diantaranya daerah tersebut banyak masyarakatnya yang tergolong miskin 
sehingga mereka yang pengangguran banyak yang bekerja dalam bisnis 
narkotika disebabkan banyaknya keuntungan yang diperoleh dari bisnis tersebut. 
Beberapa daerah/tempat rawan lainnya yang banyak terjadi 
penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja adalah kampus dan tempat kos-
kosan mahasiswa, dalam hal ini  upaya yang dilakukan BNNP Sulsel adalah 
sosialisasi bahaya Narkotika ditingkat Universitas yang ada di Kota Makassar 
sebanyak 1 kali dalam 3 bulan dan melakukan oprasi penggerebekan bersama 
Reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar disetiap kost-kostan bebas 
maupun eksklusif yang dicurigai ataupun adanya laporan bahwa tempat tersebut 
sering dilakukan pesta narkoba. Banyaknya terjadi penyalahgunaan narkotika di 
tempat tersebut disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya yaitu lemahnya 
pengawasan dari pihak kampus dan pemilik kost-kostan  yang  ada  di  Kota  
Makassar. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKBP Rosna Tombo39, 
selaku kepala bidang pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi 
(BNNP) Sulawesi Selatan, penyalahgunaan narkotika dari kalangan pelajar 
ataupun mahasiswa sudah sangat mengkhawatirkan. dimana ada beberapa 
mahasiswa sebuah kampus yang memiliki organisasi pecinta alam, ketika 
melakukan pendakian gunung malah melakukan penanaman pohon  ganja. 
Bahkan di kampus lainnya ada yangditemukan ganja seberat 3 kilogram di 
                                               
39Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Juli 2016, pada pukul 11.00 WITA. 
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sekretariat lembaga mahasiswanya. Selain itu, beberapa mahasiswa yang 
menjadi pengedar narkotika juga mengedarkan narkotika kepada sesama teman 
dan mahasiswa lainnya di kampusnya serta diberbagai Universitas di Kota 
Makassar. 
Sedangkan menurut AKBP Didit selaku kepala seksi Intelijen bidang 
pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan40, 
sebenarnya hampir semua daerah di Kota Makassar itu rawan terjadi 
penyalahgunaan narkotika. Hal ini disebabkan oleh oknum bandar maupun 
pengedar selalu berpindah tempat dalam menjalankan aksinya untuk 
menghindari pengejaran petugas dan pengungkapan jaringannya selain itu 
modus berpindah tempat juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk menambah 
jaringan para pengguna narkotika agar jaringan bisa semakain luas di sisi lain  
permintaan pasar narkotika semakin besar artinya semakin banyaknya 
keuntunggan yang bisa di peroleh dengan berbis narkotika karna telah luasnya 
jaringan narkotika tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua rana 
tempat di Kota Makassar sangat rawan terjadi penyalahgunaan maupun 
peredaran narkotika, termasuk dikampus-kampus yang lebih parahnya lagi di 
Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang 
ada di KotaMakassar. 
Banyaknya Tempat Hiburan Malam (THM) dan hotel di Kota Makassar 
juga menjadi tempat yang rawan terjadinya penyalahgunaan dan Peredaran 
narkotika khusunya ketika acara malam tahun baru. Berdasarkan hasil 
wawancara penulis dengan AKBP Rosna Tombo
41
selaku Kepala Bagian 
                                               
40Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Juli 2016, pada pukul 10.00 WITA. 
 
41Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Juli 2016, pada pukul 12.00 WITA. 
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Pemberantasan, beberapa THM yang masih ditemukan adanya beberapa 
pengunjung yang menggunakan narkotika yaitu THM Liquid, Botol dan Zona 
Cafe. Namun dalam hal tersebut BNNP Sulsel bersama Reserse Narkoba 
Polrestabes Kota Makassar mengantisipasi hal tersebut dengan melaksanakan 
oprasi Razia berupa memeriksa kartu identitas, barang bawaan dan mengambil 
urine pengunjung yang sedang dalam keadaan mabuk berat di beberapa tempat 
hiburan malam (THM). Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 1 kali dalam 
seminggu di setiap THM yang ada di Kota Makassar. Menurut AKBP Didit selaku 
kepala seksi Intelijen bidang pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi 
(BNNP) Sulawesi Selatan kegiatan operasi razia di beberapa THM sering saja 
tidak membuahkan hasil yang memuaskan berupa pengunjung THM yang 
urinenya postif narkoba hal ini disebabkan bocornya informasi pelaksanaan razia 
di beberapa THM. 
AKBP Anwar Danu Simakatupang42 selaku Kepala Satuan Reserse 
Narkoba Polrestabes Kota Makassar juga menambahkan, lemahnya 
pengawasan oleh pengelola THM di Kota Makassar menyebabkan banyaknya 
pengunjung yang masih menggunakan narkotika. Selain itu, beberapa 
pengunjung juga menggunakan narkotika sebelum masuk ke THM sehingga 
luput dari pemeriksaan pengelola THM.Selain itu, transaksi narkotika juga 
banyak terjadi di sekitar lingkungan THM, di mana pembeli yang banyak dari 
pengunjung TMH tersebut melakukan transaksi pembelian narkotika di luar 
lingkunganTHM. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKBP Rosna Tombo43, 
                                                                                                                                           
 
42Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Juli 2016, pada pukul 11.00 WITA. 
 
43Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Juli 2016, pada pukul 14.00 WITA. 
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selaku kepala bidang pemberantasan, selama ini Badan Narkotika Nasional 
Provinsi (BNNP) Sulawesi selatan telah melakukan fungsi pencegahan di 
beberapa THM dan Hotel-hotel yang ada di Kota Makassar yaitu dengan  
memanggil pemilik maupun pengelola THM dan hotel-hotel untuk melaksanakan 
sosialisasi bahaya narkotika dan pembekalan atau arahan agar fungsi 
pengawasan oleh pihak pemilik atau pengelola THM dan hotel-hotel agar tidak 
adanya pengunjung yang datang membawa narkotika atau dalam keadaan telah 
mengkonsumsi narkotika, BNNP Sulsel dalam hal ini hanya melakukan fungsi 
pemberantasan dengan melakukan razia dan menahan pengunjung yang positif 
menggunakan narkotika berdasarkan hasil tes urin. Lemahnya fungsi 
pencegahan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) 
Sulawesi selatan di THM dan Hotel-hotel yang ada di Kota Makassar sangat 
disayangkan hal ini terjadi karena kurangnya partisipasi pemilik maupun 
pengelola THM dan hotel-hotel dalam mengikuti sosialisasi dan pembekalan 
atau arahan pengawasan peredaran maupun pengguna narkotika dilingkungan 
THM dan hotel-hotel. Berdasarkan hasil razia aparatur penegak hukum selama 
ini, baik yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) 
Sulawesi selatan dan Reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar, kedua 
lokasi tersebut sangat rawan menjadi penyalahgunaan narkotika. 
Berdasarkan data dari penulis yang telah dipaparkan di atas, maka 
permasalahan pencegahan dan pemberantasan narkotika di Kota Makassar 
merupakan permasalahan yang kompleks karena dalam penerapan pencegahan 
keikutsertaan pemilik atau pengelola THM dan hotel-hotel acuh tak acuh dalam 
memerangi narkotika bersama BNNP Sulsel sedangkan dalam penerapan 
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pemberantasan BNNP Sulsel tidak bisa melaksanakan tugasnya secara 
maksimal dalam upaya pemberatasan tanpa partisipasi dan kolaborasi dengan 
masyarakat dalam hal memerangi Narkotika. Menurut penulisUntuk dapat keluar 
dari permasalahan narkoba ini diperlukan model penanggulagan yang sangat 
mendasar dan berdasar pada prinsip dasar yang mengandalkan kekuatan-
kekuatan serta inisiatif warga masyarakat. Pendekatan ini dibangun atas asumsi 
bahwa pada dasarnya setiap komunitas memiliki berbagai mekanisme 
pemecahan masalah (Probelem Solving) yang seringkali lebih handal 
dibandingkan dengan mekanisme artificial yang didesain orang luar 
secarainstant.Untuk meningkatan efektifitas dan efisiensi mekanisme 
pemecahan masalah (Probelem Solving) yang telah dimiliki masyarakat tersebut, 
maka metode Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat menjadi 
metode kunci untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa permasalahan 
narkoba dan kekuatan-kekuatan yang telah mereka miliki, serta untuk 
menanggulangi partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah. Metode 
tersebut juga perlu dikombinasikan dengan Metode Pekerjaan Sosial dengan 
Kelompok yang mengedepankan berbagai teknik terapi kelompok, dan 
manajemen akses setiap warga Negara terhadap berbagai pelayanan yang 
tersedia. 
  Penggunaan metode-metode tersebut di atas perlu didasarkan pada hasil 
penerapan teknik-teknik asemen partisipatif yang berbasis masyarakat. Teknik-
Teknik seperti Community Involvement (CI), Participatory Learning Action (PLA), 
Methods of Participatory Assessment (MPA) dan lain-lain memegang peranan 
yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan upaya yang dilakukan 
dalam mewujudkan Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi 
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Selatan Terhadap  pemberantasan dan pencegahan narkotika. 
 
2. Pelaksanaan fungsi Penyedikan, Penindakan, dan Pengejaran dalam 
rangka pemutusan jaringan kejahatan teroorganisir Penyalahgunaan dan 
Peredaran gelap Narkotika Pisikotropika, Precuscor, dan bahan adiktif 
lainnya Kecuali bahan Adiktif untuk Tembakau dalam wilayah Kota 
Makassar. 
Pelaksanaan fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan 
yaitu fungsi penyedikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan 
jaringan kejahatan teroorganisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika 
pisikotropika, precuscor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk 
tembakau dalam wilayah Kota Makassar dilaksanakan dalam bentuk 3 
komponen kegiatan antara lain; Pengungkapan pabrikan gelap narkotika, 
laboratorium rumahan dan jaringan yang terlibat, Pengungkapan tindak pidana 
pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan penyedikan 
aset tersangka kejahatan narkotika, Penyidikan dan upaya peradilan jaringan 
sindikat peredaran Narkotika. 
 
A. Pengungkapan pabrikan gelap narkotika, laboratorium rumahan dan 
jaringan 
Pengungkapan pabrikan gelap narkotika, laboratorium rumahan dan 
jaringan merupakan salah satu pelaksanaan kegiatan dari seksi penyidikan, 
penindakan dan pengejaran bidang pemberantasan Badan Narkotika Nasional 
Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan 
pembongkaran rahasia keberadaan pabrikan Narkotika, laboratotoruim rumahan 
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dengan cara introgasi oleh oknum pengedar narotika yanarkotikang tertangkap 
oleh pihak kepolisian. Dalam pelaksanaan kegiatan ini juga,BNNP Sul-Sel 
bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam 
menindak adanya pabrikan Narkotika dan laboratorium rumahan Narkotika, 
namun dalam pelaksanaannya penulis tidak mendapatkan data bagaimana 
bentuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan  BNN bersama BPOM dalam 
upaya pengungkapan pabrik gelap narkotika, laboratorium rumahan dan jaringan 
yang terlibat mengingat kegiatan ini bersifat rahasia sehingga penulis tidak 
mendapatkan data dari tempat penelitian penulis. 
Dari jumlah kasus penyalahgunaan narkotika yang telah diproses secara 
hukum tersebut, dapat dibagi menjadi beberapa golongan penyalahguna 
narkotika.Berikut adalah data kasus narkotika yang ditangani oleh Reserse 
Narkoba berdasarkan penggolongan Jenis penyalahgunaan.Berdasarkan 
wawancara dengan AKBP Rosna Tombo selaku kepala bidang pemberantasan 
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan, untuk kasus 
pabrikan gelap Narkotika selama lima tahun terakhir dari tahun 2016 baik dari 
pihak Polrestabes Kota Makassar maupun dari Badan Narkotika Nasional 
Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan belum pernah  menemukan kasus tersebut, 
hal ini dipengaruhi oleh karena kebutuhan narkotika di Kota Makassar masih di 
suplai oleh dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura maupun Chin 
China. Walaupun Makassar belum mempunyai pabrikan gelap Narkotika bukan 
berarti kota Makassar minim akan kasus penyalahgunaan Narkotika, maraknya 
kasus penyalahgunaan narkotika khususnya kasus peredaran Narkotika di kota 
makassar hal ini disebabkan oleh suplay atau penyelundupan narkotika secara 
besar besaran dari negara tetangga seperti malaysia tetap terjadi dengan modus 
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operandi yang terorganisir.  
 
Tabel 2. 
Data jumlah penyalahgunaan Narkotika di kota Makassar berdasarkan 
penggolongan jenis Penyalahgunaan Narkotika di tahun 2011-2015. 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Data Reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar. 
  Dalam kurung waktu dari tahun 2011-2012 terjadi peningkatan jumlah 
golongan pengedar narkotika. Di mana pada tahun 2011 golongan pengedar 
narkotika mencapai 41 orang, kemudian pada tahun 2012 sampai tahun 2013 
terjadi angka peningkat menjadi 44 orang sampai 59 orang di tahun 2013. 
Walaupun demikian, pada tahun 2014 terjadi angka penurunan yang kecil 
menjadi 58 orang dari 59 orang ditahun 2013. Sedangkan pada tahun 2015 
terjadi angka peningkatan yang cukup besar untuk golongan pengedar narkotika 
mencapai 83 orang. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKBP Anwar Danu selaku 
Kepala Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar
44
meningkatnya 
Peredaran narkotika untuk golongan pengedar dari tahun 2011-2012 dan tahun 
2014 sampai tahun 2015 dibebabkan oleh beberapa faktor yaitu semakin 
banyaknya Bandar Narkotika Internasional yang menyuplai keberbagai provinsi 
                                               
44Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Juli 2016, pada pukul 10.00 WITA. 
 
 Jenis 
Penyalahgunaan 
 
2011 2012 2013 2014 2015 
1. Pabrik - - - - - 
2. Bandar 17  10 6  6  5  
3. Pengedar 41  44 59  58  83  
4. Pemakai 268  290 190  259  341  
Jumlah : 329  344  255  323  429  
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di Indonesia termaksud kota Makassar yang menjadi sasaran target peredaran 
Narkotika karena kota Makassar yang merupakan daerah strategis karena 
merupakan kota terbesar di bagian Indonesia Timur, beberapa faktor Kota 
Makassar menjadi sasaran peredaran Narkotika adalah banyaknya jumlah 
penyalahguna Narkotika, pengawasan terhadap masuknya Narkotika lewat jalur 
laut dan udara belum maksimal, masyarakat belum peduli terhadap lingkungan 
sekitar, dan Narkotika merupakan bisnis yang menguntungkan. Selain itu faktor 
lain yang mempengaruhi meningkatnya penyalahgunaan narkotika untuk 
golongan pengedar dari tahun 2011-2015 disebabkan oleh banyaknya 
penyalahguna narkotika dari golongan pemakai yang meningkat statusnya dari 
pemakai manjadi golongan pengedar. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara 
Penulis dengan AKBP Anwar Danu selaku Kepala Satuan anggota Reserse 
Narkoba Polrestabes Kota Makassar
45
faktor lain yang mempunyai pengaruh 
besar meningkatnya angka jumlah golongan pengedar adalah golongan 
penyalahguna bandar narkotika sangat sulit untuk diungkap, sebab mereka 
memiliki jaringan antara bandar dan pengedar tidak saling bertemu secara 
langsung sehingga sulit untuk dilacak. Selain itu mereka juga melakukan 
kegiatan penyelundupan peredaran narkotika secara terorganisir. 
 
 
 
 
 
 
                                               
45Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Juli 2016, pada pukul 10.00 WITA. 
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B. Pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan 
tindak pidana narkotika dan penyidikan aset tersangka kejahatan 
Narkotika. 
Pengungkapan pabrikan gelap narkotika, laboratorium rumahan dan 
jaringan merupakan salah satu pelaksanaan kegiatan dari seksi penyidikan, 
penindakan dan pengejaran bidang pemberantasan Badan Narkotika Nasional 
Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan, berdasarkan wawancara dengan AKBP 
Rosna Tombo selaku kepala bidang pemberantasan46, pengungkapan tindak 
pidana pencucian uang yang berkaitan dangan tindak pidana narkotika di Kota 
Makassar belum efektif karna dari beberapa oknum pengedar baik bandar 
narkotika nasional maupun internasional yang tertangkap susah untuk diketahui 
aset harta kekayaannya, hal ini dipengaruhi oleh : kurangnya sumber daya 
penyidik yang dimiliki Badan Narkotika Provinsi (BNNP) Sulsel, alamat tersangka 
yang terlacak terkadang alamat fiktif dan identitas palsu, belum ada kerja sama 
dengan instansi luar negri, dan masih banyak pengendalian dari dalam lapas. 
 
C. Penyidikan dan upaya peradilan jaringan sindikat peredaran 
Narkotika. 
 Pelaksanaan kegiatan penyidikan dan upaya peradilan jaringan sindikat 
peredaran narkotika merupakan salah satu pelaksanaan kegiatan dari seksi 
penyidikan, penindakan,dan pengejaran bidang pemberantasan Badan Narkotika 
Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan. Dalam pelaksanaan kegiatan 
penyidikan BNNP Sulsel, penyidikan tindak pidana narkoba diketahui adanya 
tindak pidana narkoba melalui informasi. Informasi yang didapat ini dijadikan 
                                               
46Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Juli 2016, pada pukul 14.00 WITA. 
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dasar untuk melakukan penyelidikan, untuk menentukan dapat atau tidaknya 
diadakan penyidikan.Teknik-teknik yang digunakan ini disesuaikan dengan 
kondisi yang didasarkan atas informasi dan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku 
tindak pidana narkoba.Dari hasil yang diperoleh dari teknik-teknik tersebut di 
atas maka diadakan Raid Planning Execution untuk menciptakan kondisi 
tertangkap tangan saat transaksi narkoba.Dengan bukti-bukti serta kesaksian 
dari tersangka maupun saksi digunakan untuk pembuatan Berita Acara 
Pemeriksaan.Berita Acara Pemeriksaan telah lengkap dan memenuhi syarat –
syarat diserahkan kepada penuntut umum. 
 
Tabel 4. 
Jumlah Kasus Tindak Pidana Yang Telah di Proses dari Tahun 2011  
Sampai 2015 di Kota Makassar. 
 Data Sumber : Data Reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar. 
Bardasarkan data tersebut, tampak bahwa jumlah kasus penyalahgunaan 
narkotika yang telah diproses secara hukum ditangani oleh Reserse Narkoba 
Polrestabes Kota Makassar dari tahun ketahun terus meningkat, hal ini 
dipengaruhi Banyaknya permintaan dari pengguna Narkotika dan juga dibarengi 
dengan maraknya upaya penyelundupan Narkotika dari luar negeri adapun 
upaya BNN dal hal ini yaitu melaksanakan fungsi pengawasan disetiap pintu 
Nm, Kasus 
Tahun 
2011 2012 2013 2014 2015 
1 
Jumlah 
Tindak 
Pidana 
KASUS TSK KASUS TSK KASUS TSK KASUS TSK KASUS TSK 
234 326 259 344 184 255 216 323 284 429 
2 
Jumlah 
Tindak 
Pidana 
Yang 
telah 
diproses 
KASUS TSK KASUS TSK KASUS TSK KASUS TSK KASUS TSK 
233 320 250 335 168 201 221 296 254 339 
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masuk eksport dan inport yaitu dengan cara  operasi seaport interdiction dan 
operasi airport interdiction dengan cara itu BNN mampu mengatasi maraknya 
penyelendupan narkotika dari luar negeri. Dari data Di atas pada tahun 2011 
jumlah kasus narkotika sebanyak 233 kasus dengan Tersangka sebanyak 320 
orang tersangka kemudian meningkat menjadi 250 kasus dengan Tersangka 
sebanyak 335 orang pada tahun 2012. Walaupun demikian, jumlah 
penyalahguna narkotika yang telah diproses secara hukum pada tahun 2013 
sempat mengalami penurunan jumlah menjadi 168 kasusdengan Tersangka 
sebanyak 201 orang. Pada tahun 2015 jumlah angka penyalahgunaan narkotika 
yang telah di proses secara hukum meningkat dalam kurung waktu 5 tahun 
terkhir dari tahun 2011 sampai 2016 sebanyak 254 kasus dengan Tersangka 
sebanyak 339 orang. 
Berdasarkan data dan analisis di atas, penulis juga menggunakan  
kuesioner  untuk  mengetahui  Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi 
Sulawesi Selatan terhadap pemberantasan narkotika di wilayah Kota Makassar. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektivitas diartikan sebagai 
keefektifan.Hal ini berarti bahwa kata efektivitas digunakan untuk menentukan 
apakah sesuatu yang digunakan sudah efektif dan mencapai tujuan yang 
diinginkan atau diharapkan sebelumnya. Apabila arti kata efektivitas di atas 
kemudian dikaitkan dengan kalimat efektivitas fungsi Badan Narkotika Nasional 
Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pemberantasan narkotika dikalangan di 
wilayah Kota Makassar maka batasan yang dimaksud adalah bahwa Badan 
Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan akan mewujudkan tujuan 
pencegahan dan pemberantasan narkotika dikalangan Mahasiswa di Kota 
Makassar. 
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Berikut hasil penelitian penulis melalui pembagian kuesioner pada bulan 
Juni sampai Juli 2016 kepada 100 responden Mahasiswa Universitas Hasanudin 
dan 100 responden Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia, terkait 
Pelaksanaan Fungsi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) 
Sulawesi Selatan. 
 
3. Pelaksanaan Fungsi pengawasan terhadap tahanan, barang bukti dan 
aset dalam wilayah Kota Makassar.  
  Pelaksanaan fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan 
yaitu fungsi pengawasan tahanan dan barang bukti dan Aset dalam wilayah Kota 
Makassar merupakan pelaksanaan kegiatan dari seksi pengawasan tahanan dan 
barang bukti bidang pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) 
Sulawesi Selatan. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi penahanan sementara 
tersangka kasus penyalahguna Narkotika guna menunggu proses pradilan 
maupunpenyitaan, penyimpanan, hingga pemusnahan barang bukti kasus 
penyalahgunaan Narkotika. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap tahanan 
BNNP Sulsel Mempunyai ruang penahanan sementara sebanyak 7 kamar ruang 
tahanan yang dimana perkamarnya dapat menampung sebanyak 3 orang 
tersangka. Untuk pengawasan barang bukti penyalahguna Narkotika BNNP 
menetapkan status barang bukti sitaan Narkotika tersebut untuk kepentingan 
pembuktian perkara, kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan,danatau dimusnahkan. Dalam 
hal ini BNNP Sulsel dalam kurung waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2011 sampai 
tahun 2015 telah melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti tindak pidana  
Penyalaggunaan Narkotika sebanyak 5 kali artinya kegiatan ini dilakukan 1 kali 
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dalam setahun. 
 
Tabel 3. 
Data barang bukti kasus peredaran narkotika di Kota Makassar  
tahun 2011-2015. 
 
No. Barang Bukti 
Tahun 
2011 2012 2013 2014 2015 
1. Ecstasy 46 Butir 49 butir 57  butir 
38, ½ 
Butir 
4,438, ½  
2. Sabu-Sabu 
487 
paket 2 
ONS 
+150 
gram 
665 paket 756 paket  
889,12 
Gram 
468 paket 
kecil,22 
paket 
sedang, 2 
pket besar 
3. Ganja 32 ½ kg 198 paket 238 paket  1,36 Kg 
63, ½ paket 
kecil,1 
paket besar 
4. Nipan - 
334 butir 
somadril 
467 butir 
somadril 
672 butir 
somadril 
10 butir 
somadril 
5 Putaw - - - - - 
Sumber: Data Reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar. 
Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa jenisnarkotika barang bukti 
narkotika yang berhasil diungkap oleh Reserse Narkoba Polrestabes Kota 
Makassar yaitu Shabu-shabu, Ganja, Putaw, Ecstasy, Heroin, Morfin, Aibon, 
Somadril dan obat-obatan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara  penulis  
denganAKBP Anwar Danu
47
selaku Kepala satuan Reserse Narkoba Polrestabes 
Kota Makassar,  rata-rata penyalahguna narkotika dari kalangan remaja maupun 
pelajar lebih banyak mengunakan ganja disebabkan harga ganja yang murah 
dan mudah untuk didapatkan. Menurut AKBP Rosna Tombo selaku kepala seksi 
Inteligen bidang pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) 
Sulawesi Selatan48, mudahnya di dapatkan narkotika jenis ganja dikarenakan 
                                               
47Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Juli 2016, pada pukul 14.00 WITA. 
 
48Wawancara dilakukakan pada tanggal 25 Juli 2016, pada pukul 14.00 WITA. 
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barang tersebut gampang dikelabui oleh oknum pengedar mengingat barang 
tersebut berupa daun daun kering yang dimana tidak dapat terdektesi oleh 
kamera x-ray yang ada di pintu masuk pelabuhan dan bandar udara, selain itu 
barang tersebut bukan berasal dari hasil olahan laboratorium seperti jenis 
narkotika sabu-sabu, kokain, ekstasi, dan heroin melainkan barang tersebut 
berasal dari hasil cocok tanam selain itu cara mengkonsumsi Ganja juga tidak 
menggunakan peralatan khusus. Menurut data yang diperoleh, narkotika jenis 
Ganja dapat tumbuh subur di Indonesia melihat kondisi iklim Indonesia yang 
tropis dan menurut AKBP Rosna tombo daerah-daerah hutan di Indonesia yang 
terinditifikasi yang mempunyai ladang ganja seperti di daerahAceh, Papua, dan 
daerah Sumatra Utara, dari hal tersebut AKBP Rosna Tombo menyimpulkan 
penanaman ganja tidak selalu dilakukan didalam hutan melainkan 
dapatdilakukan di dalam ruangan dan dipekarangan rumah. Melihat realitas 
tersebut upaya BNN terhadap mengurangi penyelundupan narkotika jenis Ganja 
dengan  membakar habis ladang-ladang yang tersebar di daerah-daerah hutan 
di Indonesia dengan cara mencari tau keberadaan ladang tersebut berdasarkan 
hasil keterangan introgasi dan investigasi dari bandar narkotika jenis Ganja yang 
telah ditangkap. 
Selain itu, narkotika juga banyak digunakan untuk memulai hubungan 
seks.Hal ini banyak dilakukan di daerah THM dan Hotel.Berdasarkan hasil 
penelitian Badan Narkotika Nasional Tahun 2008
49
dari penyalahguna narkotika 
yang pernah berhubungan seks, menggunakan narkotika hanya untuk 
                                               
49Laporan Survei Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia (Studi Kerugian Ekonomi dan Sosial 
Akibat Narkoba Tahun 2008, Hal 16. 
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melakukan hubungan seks, di mana narkotika dianggap dapat meningkatkan 
libido untuk berhubungan seks. Paling tidak ada 3 jenis narkoba yang  banyak 
disebut terkait dengan hal itu, yaitu shabu-shabu, ganja dan ekstasi. Jenis 
shabu-shabu dan ecstasy juga banyak digunakan walaupun harganya sedikit 
mahal dibandingkan dengan ganja disebabkan karena efek dari shabu-shabu 
dan ecstasy yang lebih kuat dibandingkan denganganja. 
Banyaknya penyalahguna yang menggunakan shabu-shabu, ecstasi dan 
ganja juga disebabkan karena ketiga jenis narkotika tersebut merupakan jenis 
narkotika yang banyak dipasarkan dan mudah didapatkan oleh penyalahguna. 
Faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah banyaknya permintaan pasar 
dari pengguna ketiga jenis narkotika tersebut  Hal ini tampak pada tabel 14. Di 
mana barang bukti jenis narkotika shabu-shabu, ecstasi dan ganja yang 
berhasildiungkap kuantitasnya semakin bertambah, hal ini dipengaruhi dengan 
adanya banyaknya permintaan pasar dari pengguna narkotika Khusus untuk 
narkotika jenis Shabu-shabu dan ganja jumlahnya semakin meningkat selama 
tahun 2011-2015. 
 
4. Pelaksanaan bibingan teknis P4GN di bidang pemberantasan melalui 
intelijen dan Interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional 
Kabupaten/Kota 
Pelaksanaan bibingan teknis P4GN di bidang pemberantasan melalui 
intelijen dan Interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota 
merupakan kegiatan yang belum pernah dilaksanakan oleh Badan Narkotika 
Nasional Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Badan Narkotika Nasional Kota 
Makassar mengingat Badan Narkotika Kota Makassar Belum ada, akan tetapi 
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pelaksanaan fungsi ini hanya sebatas bimbingan teknis P4GN di bidang 
Pencegahan terhadan Badan Narkotika Kota Makassar. Badan Narkotika Kota 
Makassar merupakan salah satu perangkat satuan kerja daerah kota makassar 
yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebatas pencegahan penyalahgunaan 
Narkotika.    
 
Tabel 5. 
Tanggapan Responden Meliputi Mahasiswa di Kota Makassar. 
No. Pertanyaan 
Tanggapan 
 
Jumlah 
1. 
Apakah anda mengetahui 
Narkotika dan bahayanya ? 
Ya : 200 Tidak : 0 200 
2. 
Dari mana anda mengatahui 
bahaya narkotika ? 
a. Keluarga 
b. kampus 
c. Media Informasi 
d. BNN 
A. 
58 
B. 
18 
C. 
112 
D. 
12 
200 
3. 
Apakah anda pernah mengikuti 
sosialisasi atau penyuluhan 
bahaya narkotika  ? 
Ya : 
78 
Tidak : 
122 
200 
4. 
Berapa kali Anda mendapatkan 
sosialisasi atau penyuluhan 
bahaya narkotika ? 
1 kali : 
118 
Lebih 2 kali : 
4 
122 
5. 
Menurut anda apakah 
Sosialisasi atau penyuluhan 
bahaya Narkotika dapat 
menggerakkan hati anda untuk 
tidak menggunakan narkotika ? 
Ya : 
187 
Tidak : 
13 
200 
6. 
Apakah Anda mengetahui jenis 
narkotika yang ada saat ini ? 
Ya : 
191 
Tidak : 
9 
200 
7. 
Apakah anda pernah mencoba 
menggunkan salah satu dari 
jenis narkotika? 
Ya : 
Tidak : 
200 
200 
 8. 
Apa alasan anda untuk tidak 
menggunakan Narkotika ? 
a. Takut overdosis 
b. Takut Kecanduan 
c. Takut dengan ancaman 
pidananya  
A : 
23 
B. 
76 
C. 
101 
200 
9. 
Apabila ada keluarga atau 
teman dekat anda 
menyalahgunakan narkotika, 
Ya : 
167 
Tidak : 
4 
171 
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apakah anda akan 
melaporkannya ke aparat 
penegak hukum? 
Sumber: Pembagian Kuessioner Pada Bulan Juni sampai Juli 2016. 
Berdasarkan  dari  hasil  kuesioner,  penulis  mendapatkan hasil seperti 
yang penulis paparkan dalam tabel di atas bahwa dari 200 responden, 200 
responden mengetahui bahaya narkotika.Selanjutnya mengenai pertanyaan 
kedua, darimana responden mengetahui informasi bahaya dari narkotika 
tersebut.Sebanyak 12 responden mengetahui informasi bahaya narkotika dari 
program kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan, 58 
responden menegetahui bahaya narkotika dari keluarga, 18 responden 
mengetahui bahaya narkotika dari ruang lingkup kampusnya. Sedangkan 
sebanyak 112 responden lainya mengetahui bahaya narkotika dari tayangan dan 
pemeberitaan di media massa. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Narkotika 
Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan maupun Badan Narkotika Nasional 
Kota (BNNK) Makassar sudah menjalankan fungsi pencegahan, walapun belum 
maksimal dalam pelaksanaannya. Sebabsebanyak 112 responden hanya 
sekedar mengetahui bahaya narkotika lewat tayangan dan pemeberitaan di 
media massa nasional. 
Menurut Achmad Ali50, Pengaruh media massa dalam membentuk opini 
publik dalam bidang hukum cukup besar.Pengaruh itu bisa berdampak positif 
dan berdampak negatif. Pemberitaan yang membesar-besarkan (misalnya 
dijadikan headline) di Koran-koran tentang beratnya vonis yang dijatuhkan oleh 
hakim terhadap pelaku kejahatan akan berdampak positif, yaitu menimbulkan 
peringatan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan tersebut. 
                                               
50Achmad Ali dan Wiwie Heryani.Op.Cit. hlm.148. 
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Sebaliknya pemberitaan di Koran-koran yang membesar-besarkan kesuksesan 
penjahat dalam melakukan aksi kejahatannya dan kegagalan polisi untuk 
menangkap penjahat tentunya akan berdampak negatif. Di mana warga 
masyarakat akan menilai pihak aparatur penegak hukum belum cukup 
profesional untuk melaksanakan fungsi mereka. 
Untuk pertanyaan ketiga, sebanyak 78 responden pernah mengikuti 
sosialisasi langsung bahaya narkotika. Sedangkan sebanyak 112 responden 
belum pernah mengikuti pembentukan dan pelatihan kader penyuluh anti 
narkoba yang diadakan  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  (BNNP) 
Sulawesi maupun oleh  Badan  Narkotika  Nasional  Kota (BNNK) Makassar. 
Hal ini menunjukkan bahwa kuantitas dari partisipasi sosialisasi atau 
penyuluh bahaya dari narkotika yang diadakan disetiap kampus, Lembaga 
Swadaya Masyarakat dan dalam hal ini yang paling berperan ialah Badan 
Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) maupun Badan  Narkotika  Nasional  Kota 
(BNNK) Makassar belum maksimal, hal ini dipengaruhi oleh kurangnya 
kesadaran atau kepedulian masyarakat terhadap permasalahan Narkotika. 
Apalagi jika dikaitkan pertanyaan keempat mengenai berapa kali anda 
mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan bahaya dari narkotika,hanya ada 118 
responden yang mendapatkan penyuluhan sebanyak 1 kali, sedangkan hanya 
ada 4 responden yang telah mendapatkan penyuluhan lebih dari 2 kali. 
Selanjutnya untuk pertanyaan yang kelima apakah Menurut responden 
Sosialisasi atau penyuluhan bahaya  dari Narkotika dapat menggerakkan hati 
anda untuk tidak menggunakan Narkotika, sebanyak 187 responden 
mengatakan “iya”, sedangkan hanya 13 responden saja yang mengatakan 
“tidak”. Hal ini membuktikan bahwa Metode sosialisasi atau penyuluhan tentang 
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bahaya dari narkotika dapat mencegah bertambahnya dan mengurangi 
jumlahpenyalahgunaan narkotika secara efektif. 
Untuk pertanyaan keenam, apakah responden mengetahui jenis narkotika 
yang ada saat ini, sebanyak 191 responden mengetahui jenis narkotika yang ada 
saat ini, sedangkan sebanyak 9 responden tidak mengetahui. Ketika responden 
menjawab jenis narkotika yang responden ketahui, rata-rata responden hanya 
mengetahui lima jenis narkotika, bahkan ada yang hanya mengetahui satu jenis 
narkotika saja. Padahal jenis narkotika yang beredar saat ini jumlahnya sangat 
banyak, dengan berbagai macam bentuk dan perubahannya.Oleh karena itu, 
lemahnya pengetahuan tentang jenis narkotika dikalanganpelajar menyebabkan 
para pelajar tersebut sangat mudah menjadi sasaran penyalahgunaan 
narkotika.Selain itu, para pengedar narkotika juga terkadang menjalankan 
modus penjualan narkotika kepada para pelajar dengan menggunakan berbagai 
macam nama dan bentuk narkotika untuk menghindari kecurigaan aparat 
penegak hukum dan sasarannya. 
Pertanyaan ketujuh mengenai apakah responden pernah menggunakan 
salah satu dari narkotika tersebut, sebanyak 200 responden berpendapat bahwa 
responden tidak menggunakan narkotika, jika dikaitkan dengan pertanyaan 
kedelapan mengenai Apa alasan responden untuk tidak menggunakan 
Narkotika, 23 respondend menjawab tidak menggunakan narkotika karena takut 
Overdosis, sedangkan 76  respondent akut kecanduandan 101 responden takut 
dengan ancaman pidannya. Menurut Achmad Ali, Jika ketaatan sebagian besar 
masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang 
bersifat compliance atau hanya takut sanksi maka derajad ketaatanya sangat 
rendah karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda  jika  
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ketaatan  yang  besifat  Internalization,  yang ketaatanya karena aturan hukum 
tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya maka derajat 
ketaatanya yang tertinggi. 
Pertanyaan kesembilan mengenai apabilaada keluarga atau teman dekat 
anda menyalahgunakan narkotika, apakah anda akan melaporkannya ke aparat 
penegak hukum, sebanyak 167 responden akan melaporkannya ke aparat 
penegak hukum, sedangkan sebanyak 4 responden tidak melaporkannya ke 
aparat penegak hukum. Dalam hal ini peran masyarakat dalam membantu 
aparatur penegak hukum memberikan informasi merupakan salah satu faktor 
yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi 
(BNNP) Sulewesi Selatan. 
Dari hasil kuesioner tersebut tampak bahwa jumlah responden yang telah 
mengikuti sosialisasi bahaya dari narkotika hanya kuantitaf saja, tetapi dari segi 
kualitas belum efektif. Sebab masih ada sebagian mahasiswa dari setiap 
Universitas yang belum mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan dan/atau  
belum bisa memahami apa yang menjadi substansi dari sosialisasi terebut. 
Menurut penulis bahwa penanggulangan berupa sosialisasi masalah nakotika, 
tidak hanya bersifat fisik semata-mata, tapi lebih bersifat persuasif dan preventif. 
Cara ini baru dapat berjalan efektif apabila pesan-pesan yang disampaikan oleh 
BNN menyangkut penanggulangan bahaya narkotika, dilakukan dengan frekuensi 
yang tinggi dan disebarluaskan di berbagai media masa, baik dengan 
menggunakan teknologi tinggi maupun dengan komunikasi tradisional, 
mengingat penetrasi penyalahgunaan narkotika sudah merambah sampai pelajar 
atau mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala bidang 
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pencegahan, Jamaluddin
51
, saat ini jumlah mahasiswa yang sudah ada kader 
anti narkotika di Kota Makassar hanya di Universitas Hasanuddin Makassar, 
Universitas Muslim Indonesia, Universitas Negeri Makassar.Menurut teori C.G 
Howard dan R.S Muners, salah satu faktor yang mempengaruhi ketaatan 
terhadap hukum secara umum antara lain sosialisasi yang optimal kepada 
seluruh target aturan hukum itu.C.G Howard dan R.S Muners berpendapat 
bahwa fiksi hukum yang menentukan bahwa  semua  penduduk  yang  ada  di  
wilayah suatu negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku 
di negaranya tidak relevan. Sebab tidak mungkin penduduk atau warga 
masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum 
dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara 
optimal. 
 
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Bidang 
Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan 
Terhadap Pemberantasan Narkotika Di Wilayah Kota Makassar. 
Kekuasaan pemerintahan yang mejadi objek kajian hukum administrasi 
negara, hukum administrasi negara berkembang sejalan dengan perkembangan 
tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan, yang menyebabkan 
pertumbuhan bidang hukum administrasi negara tertentu berjalan secara 
sektoral.Karena faktor-faktor inilah, Hukum Administrasi Negara tidak dapat 
dikodifikasikan.Sehubungan dengan adanya hukum administrasi tertulis, yang 
tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan hukum 
administrasi tidak tertulis, yang lazim disebut asas-asas umum pemerintah yang 
                                               
51Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Juli 2016, pada pukul 14.00 WITA. 
. 
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layak, keberadaan dan kewenangan pemerintah dan kemasyarakatan yang baik 
dalam suatu negara hukum.Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang 
mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: 
1. Faktor Hukum 
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan 
dasar hukum dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana 
narkotika. Diundangkannya Undang- undang No. 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang 
Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya ke arah pembangunan hukum. 
Pengaturan mengenai penggunaan narkotika saat ini, sudah sesuai 
dengan ketentuan yang lebih tinggi yakni ketentuan dalam Undang-undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan hak asasi bagi 
setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan pelayanan 
kesehatan yang optimal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) 
Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
menyatakan: 
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,  bertempat tinggal, 
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 
memperoleh pelayanan kesehatan”. 
Jaminan hak konstitusional atas pelayanan kesehatan  tersebut menjadi 
dasar bagi pengaturan narkotika di Indonesia. Substansi konstitusi tersebut 
dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 3 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika yang mengatur bahwa undang-undang narkotika ini 
diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, 
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perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah; dan kepastian hukum. Undang-
undang tentang Narkotika bertujuan untuk: 
a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan 
kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 
b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari 
penyalahgunaanNarkotika; 
c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;dan 
d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi 
Penyalah Guna dan pecandu Narkotika. 
Namun, Undang-Undang Narkotika tersebut di dalam praktiknya lambat 
dalam menyesuaikan dengan perkembangan dalam masyarakat hal ini 
dipengaruhi dengan munculnya banyaknya narkotika jenis baru mengakibatkan 
substansi undang-undang ini memiliki   beberapa   kelemahan   antara  lain 
substansi peraturan perundang-undangan narkotika yang tidak efektif. 
Salah satu modus yang dilakukan oleh para penyalahguna narkotika 
untuk menghindari sanksi hukum di Indonesia adalah dengan membuat jenis 
narkotika baru yang belum diatur di dalam undang-undang narkotika. 
Berdasarkan laporan singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III dengan Badan 
Narkotika Nasional (BNN) tahun 2013, narkotika jenis baru yang beredar di 
Indonesia ada sebanyak 251 jenis dan a belum diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 
AKBP Anwar Danu
52
 selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Kota 
Makassar, Saat ini, ada sekitar 35 jenis narkotika baru yang beredar dan belum 
diatur  di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menurut 
                                               
52Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Juli 2016, pada pukul 14.00 WITA. 
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penulis seharusnya diadakan revisi terhadap Undang-undang Tentang Narkotika 
Terutama terhadap Narkotika jenis-jenis baru yang belum dimasukan dalam 
lampiran peraturan pemerintah. 
Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan 
Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dan aparatur penegak 
hukum lainnya dalam memberantas peredaran narkotika. 
 
2. Faktor Penegak Hukum 
Dalam upaya Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 
dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Sulawesi Selatan khususnya di Kota 
Makassar, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan 
tentunya  membutuhkan kualitas dan kuantitas dari petugas yang memadai. 
Kualitas yang baik tentunya berguna untuk mentrasformasikan amanah yang 
terkandung dalam undang-undang dalam bentuk pelaksanaan lapanganatau 
penerapan.Sedangkan kuantitas berguna untuk memaksimalkan penerapan atau 
pelaksanaan dari amanahitu. 
Saat ini, jumlah petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) 
Sulawesi Selatan yang tercatat pada Sub Bagian Administrasi sebanyak 53 
orang dari yang dibutuhkan sebanyak 196 orang. Secara rinci dapat dilihat pada 
table berikut: 
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Tabel 6. 
Jumlah Pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. 
No. Uraian 
Standar 
BNN 
SDM YANG 
Dimiliki 
Kebutuhan 
1 Kepala 1 1 0 
2 Eselon III 4 4 0 
3 Eselon IV 10 10 0 
4 STAF SUBAG REN 5 2 3 
5 STAFS SUBAG LOG 8 6 2 
6 STAF SUBAG ADM 12 4 8 
7 STAF DISEMINASI 16 2 14 
8 STAF ADVOKASI 17 3 14 
9 STAF P8M 18 2 16 
10 STAF ALTERNATIF 19 2 17 
11 STAF INTELIJEN 13 5 9 
12 
STAF PENYIDIKAN 
PENYIDIKAN & 
PENGEJARAN 
41 8 33 
13 
STAF PENGAWASAN 
TAHANAN, BARANG 
BUKTI & ASET 
31 4 26 
JUMLAH 196 53 143 
Sumber:Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan. 
Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa Badan Narkotika Nasional 
Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan masih sangat kekurangan jumlah petugas 
khususnya dalam bidang pencegahan dan pemberantasan. Di mana dalam 
bidang pencegahan hanya memiliki petugas diseminasi Informasi sebanyak 2 
orang dan petugas advokasi sebanyak 3 orang, seharusnya menurut standar 
Badan Narkotika Nasional (BNN) idealnya petugas diseminasi Informasi 
sebanyak 16 orang dan petugas advokasi sebanyak 17 orang. Dalam bidang 
pemberantasan hanya memiliki petugas intelijen sebanyak 5 orang, dalam seksi 
penyidikan, penindakan dan pengejaran hanya memiliki petugas sebanyak 8 
orang dan seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset hanya memiliki 
petugas sebanyak 4 orang, Seharusnya menurut standar Badan Narkotika 
Nasional (BNN) idealnya petugas intelijen sebanyak 13 orang, seksi penyidikan, 
penindakan dan pengejaran sebanyak 41 orang dan seksi Pengawasan 
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Tahanan, Barang Bukti, dan Aset sebanyak 31orang. 
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan AKBP Rosna Tombo
53
selaku 
kepalabidang Pemberantasan, saat ini 5 orang petugas intelijen yang berasal 
dari Polda Sulawesi selatan yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional 
Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan sudah ditarik oleh Polda Sulsel. Sehingga 
sampai saat ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan 
masih menunggu petugas lainnya dari Polda Sulsel untuk menggantikan petugas 
sebelumnya. Jika ditinjau dari segi kuantitas dalam melaksanakan tugas 
khususnya dalam bidang pencegahan dan pemberantasan narkotika di wilayah 
Kota Makassar tentunyahal tersebut sangat jauh dari kondisi ideal, idealnya 
BNNP Sulsel seharusnya Mempunyai Pegawai tetap untuk seksi intelijen agar 
dapat mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi 
(BNNP) Sulawesi Selatan tehadap pemberantasan mengingat jumlah angka 
penyalahguna narkotika yang terus meningkat setiap tahunnya dan luasnya 
cakupan fungsi petugas yang bukan hanya di Kota Makassar, tetapi juga seluruh 
daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, secara umum masih adanya 
beberapa oknum penegak hukum yang bekerja sama dengan penyalahguna 
peredaran narkotika dan atau menjadi penyalahguna narkotika, melihat 
kenyataan tersebut langkah BNNP Sulsel dalam mengatasi masalah tersebut 
yaitu melakukan test urine terhadap oknum penegak hukum, menurut penulis 
upaya test urine terhadap aparat penegak hukum merupakan langkah yang tepat 
untuk mengatasi adanya permainan oknum penegak hukum yang bekerja sama 
dengan penyalahguna peredaran Narkotika. 
Secara umum, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi suatu 
                                               
53Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Juli 2016, pada pukul 13.35 WITA. 
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perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, 
wewenang dan fungsi dari penegak hukum baik di dalam menjalankan tugas 
yang dibebankan terhadap diri mereka atau dalam menegakan peraturan 
perundang-undangan tersebut.Di mana seseorang menaati ketentuan 
perundang-undangan adalah karena terpenuhinya suatu kepentingannya 
(Interest) oleh perundang-undangan tersebut. 
Kemudian apabila peraturan perundang-undangan sudah baik,  akan 
tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan menimbulkan efek 
pada sistem penegakan hukum. Aturan yang sudah baik tapi tidak didukung oleh 
penegak hukum maka cukup sulit untuk mewujudkan penegakan hukum 
yangefektif. 
 
3. Sarana dan Prasarana 
Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, 
melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan 
merupakan suatu sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang 
bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat regional, nasional maupun 
internasional. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat 
penting dalam melakukan pengungkapan jaringan yang luas yang bekerja 
secara rapi dan sangat rahasia tersebut.Selain itu, faktor sarana atau fasilitas 
merupakan faktor yang sangat penting untuk mengefektifkan aturan itu 
sendiri.Oleh karena itu, untuk memperoleh keberhasilan hukum atau efektivitas 
hukum maka diperlukan sarana atau fasilitas yang mendukung dalam 
menjalankan aturan tersebut. Ada banyak kendala Badan Narkotika Nasional 
Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dalam  menanggulangi tindak pidana 
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narkotika yang kaitannya dengan sarana dan prasarana, yaitu selama ini Badan 
Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK ) Makassar belum mepunyai 
gedung. Menurut  Penulis Seharusnya pemerintah sesegera mungkin 
mengadakan pembangunan baru kantor BNNK Makassar. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKBP Rosna 
Tombo
54
selaku Kepala Seksi Pemberantasan, Penindakan dan Pengejaran, 
kendala yang paling besar yaitu kendala kekurangan dana. Di mana Badan 
Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan saat ini mengalami 
pemotongan dana yang cukup besar. Akibat kekurangan dana tersebut membuat 
kuantitas pelaksanaan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) 
Sulawesi Selatan kurang efektif. 
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 
penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas 
tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan 
terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup 
dan seterusnya. Jika hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum 
akan mencapai tujuannya. Menurut penulis seharusnya Pemerintah secepat 
mungkin menambah dana pendapatan pegawai maupun dana operasional 
kegiatan guna menunjang pelaksaan fungsi BNNP secara maksimal. 
 
 
 
 
 
                                               
54Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Juli 2016, pada pukul 13.35 WITA. 
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4. Faktor Masyarakat 
Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan 
serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkotika.Oleh karena itu, masyarakat juga mempunyai hak dan 
tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap narkotika. Dalam Pasal 106 Undang-undang No 35 Tahun 
2009 Tentang narkotika diatur bahwa hak masyarakat dalam upaya pencegahan 
dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika 
diwujdkan dalam bentuk: 
a. Mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan 
telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. 
b. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan 
memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak 
pidana nerkotika dan prekursor narkotika kepada penegak hukum 
atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan 
prekursornarkotika. 
c. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang 
diberikan kepada penegak hukum atauBNN. 
d. Memperoleh perlindungan hukum pada saat atau diminta hadir 
dalam prosesperadilan. 
Menurut AKBP Rosna Tombo55,   selaku kepala bidang Pemberantasan 
mengatakan bahwa saat ini, masih banyak masyarakat yang takut untuk 
memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan 
prekursor narkotika walaupun mereka akan memperoleh perlindungan hukum.    
                                               
55Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Juli 2016, pada pukul 13.45 WITA. 
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Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Pasal 100 Undang-undang No. 35 
Tahun 2009 telah ditegaskan bahwa saksi, pelapor, penyidik penuntut umum 
dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana narkotika dan prekursor 
narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari 
acaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya, baik sebelum, selama 
maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Bahkan dalam Pasal 128 ayat 
(1) Undang- undang No. 35 Tahun 2009 juga telah diatur bahwa orang tua atau 
wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 
(satu jutarupiah). 
Informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika 
sangatlah penting. Sebab selama ini Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) 
Sulawesi Selatan selama ini lebih banyak melakukan fungsi pemberantasan 
berdasarkan laporan atau informasi masyarakat. Selain itu menurut penulis, 
sosialisasi tentang perlindungan saksi dan ancaman pidana bagi orang tua atau 
wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor harus 
ditingkatkan. 
Selain itu, lemahnya pemahaman masyarakat khusunya remaja terhadap 
jenis-jenis narkotika dan bahayanya sehingga sangat rentan menyalahgunakan 
narkotika. Lemahnya pemahaman tersebut menjadikan golongan pelajar ini 
menjadi sasaran bagi pengedar narkotika. 
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5. Faktor Kebudayaan 
Perubahan yang terjadi secara drastis dalam era globalisasi ini, juga 
menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat. Di kota 
Makassar, yang merupakan kota metropolitan, budaya masyarakat telah banyak 
mengalami pergeseran. Budaya masyarakat yang dahulu sangat memegang erat 
rasa kekeluargaan (komunal) kini telah bergeser cenderung individualis.Hal ini 
secara tidak langsung mempengaruhi penegakan hukum terkait narkotika, 
dikarenakan masyarakat cenderung acuh tak acuh dalam mengawasi lingkungan 
sosial agar jauh darinarkotika. menurut penulis perlunya pendidikan karakter 
yang ditanamkan sejak usia dini, mengingat hal ini akan menjadi bekal sikap 
tolak remaja, karena narkotika bentuknya sudah begitu beragam perlunya 
seluruh lapisan masyarakat harus mengenal jenis-jenis narkotikadan penulis 
meminta kepada BNN untuk memberikan masyarakat  kewenangan untuk bisa 
menindak pengedar maupun pengguna Narkotika di lingkungan tempat tinggal 
mereka dengan cara masyarakat perlu diberdayakan dan diberikan support 
untuk membentuk satgas anti Narkoba. 
Selain itu, di kota besar tingkat permasalahan masyarakat cukup 
kompleks. Sehingga tingkat stress masyarakat cukup tinggi. Hal ini yang 
kemudian membuat masyarakat di kota besar rawan untuk menyalahgunakan 
narkotika sebagai gaya hidup baru. Di mana ada beberapa jenis narkotika yang 
bisa membuat pemakainya menjadi tenang dan merasa bahagia. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis pada bab-bab 
sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan terhadap 
pemberantasan Narkotika di wilayah Kota Makassar telah melaksanakan 
sesuai dengan fungsinya yaitu: Pelaksanaan fungsi kegiatan Intelijen 
berbasis teknologi dalam wilayah Kota Makassar meliputi kegiatan 
Pemetaan Jaringan, Operasi Airport Interdiction, Operasi Seaport 
Interdiction, dan lingkungan masyarakat Rentan; Pelaksanaan fungsi 
penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan 
kejahatan teroorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, 
Pisikotropika, Precursor, dan bahan Adiktif untuk tembakau dan alkohol 
dalam wilayah Kota Makassar meliputi kegiatan Pengungkapan pabrikan 
gelap narkotika, laboratorium rumahan dan jaringan yang terlibat, 
Pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak 
pidana narkotika dan penyedikan aset tersangka kejahatan narkotika, 
Penyidikan dan upaya peradilan jaringan sindikat peredaran Narkotika; dan 
Pelaksanaan fungsi pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset dalam 
wilayah Kota Makassar 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Narkotika 
Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dalam terhadap pemberantasan 
tindak pidana narkotika di wilayah Kota Makassar dapat ditinjau dari faktor 
hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan 
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hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. yaitu Undang- undang No. 
35 tahun 2009 di dalam praktiknya lambat dalam menyesuaikan dengan 
perkembangan di dalam masyarakat sehingga substansi undang-undang 
tersebut tidak responsif terhadap jenis narkotika baru, jika ditinjau dari segi 
kuantitas petugas BNNP Sulawesi Selatan masih jauh dari ideal, kurangnya 
dana menyebabkan kuantitas pelaksanaan kegiatan tidak efektif, adanya 
masyarakat yang takut memberikan informasi adanya penyalahgunaan 
narkotika walaupun mereka akan memperoleh perlindungan hukum dan 
lemahnya pemahaman masyarakat khususnya remaja terhadap jenis 
narkotika dan bahayanya. 
 
B. Saran 
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
dikemukakan, maka saran penulis adalah: 
1. Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika seharusnya direvisi 
kembali mengingat banyaknya jenis narkotika baru saat ini yang belum diatur 
di dalam undang-undang tersebut dan perlunya meningkatkan sosialisasi 
Undang-undang No 35 tahun2009 tentang narkotika kepada masyarakat 
terkait peran serta masyarakat  dan  perlindungan  hukum  masyarakat  yang 
menjadisaksi serta ancaman pidana dan denda bagi orang tua atauwalidari 
pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor. 
2. Dalam upaya meningkatkan kuantitas fungsi Badan Narkotika Nasional 
Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan terhadap pemberantasan tindak pidana 
narkotika di wilayah Kota Makassar yang merupakan kota tertinggi kasus 
penyalahgunaan narkotika dibandingkan daerah lainnya  di Sulawesi Selatan 
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seharusnya pemerintah meningkatkan anggaran dana dari Badan Narkotika 
Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan bukannya malah mengurangi 
dana tersebut dan sebaiknya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) 
Sulawesi Selatan kedepannya sudah memiliki intelijen dan penyidik tetap 
sehingga tidak mempengaruhi kinerjanya ketika intelijen dan penyidik Polda di 
tarik kembali.  
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